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BUPATI TANA TIDUNGPROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNGNOMOR         TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANGSISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerahkhususnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangandaerah dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 huruf bPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;b. bahwa perlu penyempurnaan pada Lampiran PeraturanBupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukanperubahan;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanBupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah.Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor63);6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 12 Tahun2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor2022;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH.
Pasal ILampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 TentangSistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaDaerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 59) diubahsehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHBAB IPENGELOLA KEUANGAN DAERAHPengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yangmelakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasanKeuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerahdapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumenyang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Bupati ini, disajikandalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkankebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaankeuangan daerah.Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah danmewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yangdipisahkan2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyaikewenangan:a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda tentangperubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perdatentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahasbersama;c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentangperubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkaitPengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerahdan/atau masyarakat;f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;g. menetapkan KPA;h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajakdaerah dan retribusi daerah;j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utangdan Piutang Daerah;
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k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihandan memerintahkan pembayaran;l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan KeuanganDaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;danm. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikitmenetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaranpembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khususlainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.4. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian atauseluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sertapengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah denganmemperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan padaprinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji,dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaanditetapkan dengan keputusan Bupati.5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;b. kepala SKPKD selaku PPKD; danc. kepala SKPD selaku PAB. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerahmempunyai tugas:a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancanganperubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD;c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaankeuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; danf. memimpin TAPD.2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaankeuangan daerah;b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintahdaerah;c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahdaerah.3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnyabertanggung jawab kepada Bupati.4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkaitdengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalammenyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UrusanPemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
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C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakanunsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yangmelaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selakuPPKD mempunyai tugas:a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangandaerah;b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentangperubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diaturdalam Perda;d. melaksanakan fungsi BUD; dane. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;b. mengesahkan DPA-SKPD;c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan danpengeluaran kas daerah;e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;f. menetapkan anggaran kas dan SPD;g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atasnama pemerintah daerah;h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;i. menyajikan informasi keuangan daerah; danj. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan danpengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:a. mengelola investasi;b. menetapkan anggaran kas;c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;d. membuka rekening Kas umum daerah;e. membuka rekening penerimaan;f. membuka rekening pengeluaran; dang. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan darikewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasitersebut.6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan darikewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi
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D. KUASA BUD1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepadaBupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.3. Kuasa BUD mempunyai tugas:a. menyiapkan anggaran kas;b. menyiapkan SPD;c. menerbitkan SP2D;d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD olehbank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan APBD;f. menyimpan uang daerah;g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas BebanAPBD;i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintahdaerah;j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;k. melakukan penagihan piutang daerah.4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun danmenguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkanoleh BUD;b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelolapiutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidaktertagih atas investasi;c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan danpengeluaran yang tidak melalui RKUD.5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD6. BUPATI atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)Kuasa BUDdi lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yangdikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Bupati.E. PENGGUNA ANGGARAN1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:a. menyusun RKA-SKPD;b. menyusun DPA-SKPD;c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran;f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. menandatangani SPM;
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i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabSKPD yang dipimpinnya;j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalamrangka pengelolaan keuangan daerah; dann. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,meliputi:a. menyusun anggaran kas SKPD;b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD);d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan danbelanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melaluiRekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan danpengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; danf. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang,meliputi:a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan danbelanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD);c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalamrangka pengelolaan keuangan daerah; dane. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, PembantuBendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara PengeluaranPembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenangmelaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutanpajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaanDPA-SKPD.6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagaiakibat:a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyediabarang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahunanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap; dan
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d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harusdianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainyakewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:a. perjanjian atau perikatan;b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap; dand. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PAbertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantuoleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugaspejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnyakepada Bupati melalui sekretaris daerah.11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapatmelimpahkan pada kepala kepala bagian selaku KPA untuk melakukanpengelolaan keuangan.F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala UnitSKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ).2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggarankegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan olehSKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yangkriterianya ditetapkan oleh Bupati.4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadapSKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah,dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usulkepala SKPD.6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran;d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dang. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
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7. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan darikewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannyamemungut pajak daerah kepada KPA.9. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPDselaku KPA.10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPAbertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantuoleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugaspejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyaitugas:a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yangdipimpinnya;e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran;f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. menandatangani SPM;i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabSKPD yang dipimpinnya;j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasibersifat khusus yang dipimpinnya;k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifatkhusus yang dipimpinnya;l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khususyang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dann. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alihmelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepalaUnit SKPD selaku KPA.G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkanpejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknisKegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
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b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atasBeban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; danc. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Subkegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknisKegiatan/Sub kegiatan meliputi:a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;danc. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatankepada PA/KPA.5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atasbeban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; danc. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaankegiatan.6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepadaPA.7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawabkepada KPA.8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yangdilaksanakan oleh PPTK.9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkunganSKPD/Unit SKPD.10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentangkendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianyaditetapkan Bupati.11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas danfungsi.12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan strukturalsesuai dengan tugas dan fungsinya.13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabatsatu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memilikikemampuan manajerial dan berintegritas.14. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASNyang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/ataumemiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.15. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatanstruktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTKyang kriterianya sebagai berikut:1) Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;2) Pendidikan minimal Diploma III/Golongan III;3) Memiliki tupoksi sesuai bidangnya;4) Tidak menjalani hukuman disiplin sedang dan berat; dan5) Masa pensiun lebih dari 5 (lima) tahun pada saat penunjukkan.
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H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD.2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuairuang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD  melaksanakan fungsitata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugasmelakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus,dan/atau PPTK.5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS besertabukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;b. menyiapkan SPM;c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendaharapenerimaan dan Bendahara Pengeluaran;d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dane. menyusun laporan keuangan SKPD.6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk menelitikelengkapan dan keabsahan.7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPDmelaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:a melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS besertabukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;b melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran ataspengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendaharapenerimaan; danc menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dankeabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta buktikelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PAmenetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usahakeuangan pada Unit SKPD.2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:a. Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan bagianpada kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Daerah;b. rentang kendali dan/atau lokasi;c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikanlayanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalampengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidangkepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta buktikelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaranpembantu;
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b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LSyang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; danc. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban BendaharaPenerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPPTUdan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporanpertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan BendaharaPengeluaran Pembantu.6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakantugas lainnya meliputi:a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran ataspengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendaharapenerimaan pembantu/Bendahara lainnya; danb. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dankeabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannyasebagai dasar penyiapan SPM.7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugasmeliputi:a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS besertabukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dankeabsahan SPPUP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta buktikelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;c. menyiapkan SPM;d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; danf. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatanstruktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unitSKPD.9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantuPPK Unit SKPD.J. BENDAHARA1. Bendahara Penerimaana. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakantugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaranpendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUDb. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatandaerah yang diterimanya.c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaanmemiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterimalangsung melalui RKUD;2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yangditetapkan oleh Bupati;
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3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima denganjumlah yang telah ditetapkan;4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatandaerah yang diterimanya; dan5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembaliankelebihan pendapatan daerah.d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu padaUnit SKPD yang bersangkutan.e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan olehkepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenangsesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan palingsedikit meliputi:1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalamrangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,kecuali untuk transaksi secara elektronik;2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterimalangsung melalui RKUD;3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yangditetapkan oleh Bupati;4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima denganjumlah yang telah ditetapkan;5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatandaerah yang diterimanya; dan6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembaliankelebihan pendapatan daerah.h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantubertanggung jawab secara administratif dan fungsional.i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratifdengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratifatas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secaraadministratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secaraadministratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikankepada KPA.k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsionaldengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsionalatas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selakuBUD.l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secarafungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secarafungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikankepada Bendahara Penerimaan.m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkanpegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untukmeningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaanmelaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkuppenugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
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o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalammelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BendaharaPenerimaan.p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebutPembantu Bendahara Penerimaan.2. Bendahara Pengeluarana. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepadaBupati.b. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakantugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanjadan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yangdikelolanya;4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratifkepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsionalkepada BUD secara periodik; dan7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaranmelaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkanBupati;2) memeriksa kas secara periodik;3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik ataudokumen fisik dari bank;4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja ataskoreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalianbelanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal daneksternal; dan6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPDyang melaksanakan fungsi BUD.e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupatiatas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan ataspertimbangan:1) besaran anggaran;2) rentang kendali dan/atau lokasi; dang. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenangmeliputi:1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TUdan SPP LS;
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2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari BendaharaPengeluaran;3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yangdikelolanya;5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratifkepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsionalkepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantumemiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan olehBupati;2) memeriksa kas secara periodik;3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik ataudokumen fisik dari bank;4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja ataskoreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal padatahun berjalan; dan5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalianbelanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal daneksternal pada tahun berjalan.i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusussesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupatimenetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas danwewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratifbertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantudan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratifdengan membuat laporan pertanggungjawaban secaraadministratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepadaPA.n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secaraadministratif dengan membuat laporan pertanggungjawabansecara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dandisampaikan kepada KPA.o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsionaldengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsionalatas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selakuBUD.p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secarafungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secarafungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikankepada Bendahara Pengeluaran.
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q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkanpegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untukmeningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/ataupengeluaran pembiayaan.r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaranmelaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkuppenugasan yang ditetapkan kepala SKPD.s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, danpenjualan jasa;2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/ataupenjualan jasa;3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuanganlainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidaklangsung; dan4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara PenerimaanPembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan BendaharaKhusus.u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara PenerimaanPembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung denganpelaksanaan APBD.K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD )1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yangdipimpin oleh Sekretaris Daerah.2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, danpejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.3. TAPD mempunyai tugas:a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancanganperubahan KUA;c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancanganperubahan PPAS;d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, danrancangan pertanggungjawaban APBD;f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, danpertanggungjawaban APBD;g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancanganperubahan DPA-SKPD;h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunanRKA; dani. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuaidengan kebutuhan.
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BAB IIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHA. UMUMKeuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban  Daerah dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang sertasegala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung denganhak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sertamelakukan pinjaman;2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahdan membayar tagihan pihak lain;3. penerimaan Daerah;4. pengeluaran Daerah;5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai denganuang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.Ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan UrusanPemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuanPendapatan Daerah.2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan padaRKPD.3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,distribusi, dan stabilisasi.4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiaptahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam  bentuk uangdianggarkan dalam APBD.6. Penerimaan Daerah terdiri atas:a. pendapatan daerah; danb. penerimaan pembiayaan daerah.7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:a. belanja daerah; danb. pengeluaran pembiayaan daerah.8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencanaPenerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuksetiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuanperaturan perundang-undangan.9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencanaPengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atasPenerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secarabruto dalam APBD.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedomanpenyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.2. APBD mempunyai fungsi:a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasaruntuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadipedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatanpada tahun berkenaan.c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerahmenjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harusdiarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangipengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkanefisiensi dan efektivitas perekonomian.e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerahharus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerahmenjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbanganfundamental perekonomian Daerah.3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaanbersih;b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih; danc. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yangakan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupada tahun anggaran berikutnya.B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHBeberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:a. Pendapatan Daerah;b. Belanja Daerah; danc. Pembiayaan daerah.2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasiyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasidisesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening KasUmum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah danpenerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerahdalam 1 (satu) tahun anggaran.5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas UmumDaerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaranlainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam1 (satu) tahun anggaran.6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahunanggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menuruturusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan,sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, danpembiayaan.2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dirincimenurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program,kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristikkhusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah ( BOS), Dana Desa, DanaKapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatanlainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaanpendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahanpendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupamekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkankewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.C. PENDAPATAN DAERAH1. Ketentuan UmumPendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahnilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatandaerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun,kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatandaerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:a. Pendapatan Asli Daerah;b. Pendapatan Transfer; danc. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli DaerahKetentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:1) pajak daerah;2) retribusi daerah;3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkankewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:
Jenis Pendapatan Kewenangan PengelolaanPajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki tugasdan wewenang pengelolaan PajakRetribusi Daerah SKPDHasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan SKPKD

Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang Sah SKPKD kecuali1. Hal-hal terkait pajak dan retribusitetap dikelola oleh BendaharaPenerimaan di SKPD terkait.2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUDterkait.3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Danakapitasi, dan pendapatan lainnya yangdikelola oleh Bendahara PenerimaanKhusus.
c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yangberpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusidaerah.d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincianobjek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur denganPerda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerahdan retribusi daerah.e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurutobjek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasilpenyertaan modal daerah.f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaandaerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek,rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapatdikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain  Pendapatan Asli Daerahyang sah terdiri atas:1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;3) hasil kerja sama daerah;4) jasa giro;5) hasil pengelolaan dana bergulir;6) pendapatan bunga;7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
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8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibatpenjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaanbarang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagaiakibat penyimpanan uang  pada bank, penerimaan dari hasilpemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakanPendapatan Daerah;9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadapmata uang asing;10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;11) pendapatan denda pajak daerah;12) pendapatan denda retribusi daerah;13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;14) pendapatan dari pengembalian;15) pendapatan dari BLUD; dan16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.g. Pemerintah Daerah dilarang:1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yangdipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan programstrategis nasionalh. Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnyadikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannyayang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan selama 6(enam) bulan.i. Bupati yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkanseluruhnya ke kas negara.3. Ketentuan Terkait Pendapatan TransferKetentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:a. Pendapatan transfer terdiri atas:1) transfer Pemerintah Pusat;2) transfer antar-daerahb. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkankewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusata. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana InsentifDaerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan.b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum danDana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari DanaTransfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana TransferKhusus.1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
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2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikandengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerahuntuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaanDesentralisasi;3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untukmendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh PemerintahPusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi KhususNon Fisik.c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikankepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuanuntuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaianKinerja tertentu.d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memilikiotonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai denganketentuan peraturan undang-undangan.f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bagian 2: Transfer Antar-Daeraha. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan BantuanKeuangan.b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dariPendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkanangka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnyabaik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatankemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. BantuanKeuangan terdiri atas:1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kotaBantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota,terdiri atas:1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima daridaerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataanpeningkatan kemampuan keuangan.2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima daridaerah lainnya untuk tujuan tertentu.4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SahKetentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagaiberikut:a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:1) Hibah;2) Dana Darurat; dan/atau3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan
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b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkankewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yangberasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, danbadan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untukmenunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidakberdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensipengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupunpemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganf. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikankepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluanmendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampuditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana  BOS, dan PendapatanPengembalian Hibah tahun sebelumnya.
D. BELANJA DAERAH1. Ketentuan UmumBelanja daerah sebagai berikut:a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah.b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atasUrusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajibyang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yangtidak terkait Pelayanan Dasar.d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimilikiDaerah.e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaanUrusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangkapemenuhan Standar Pelayanan Minimal.f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yangtidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengankebutuhan daerah.g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihandialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimilikiDaerah.h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai UrusanPemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasibelanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
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i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganmelakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana TransferUmum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisisstandar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisisstandar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalammenyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah denganmemperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuanditetapkan dengan Perbub.p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknisdigunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalampenyusunan rancangan Perda tentang APBD.q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objekdan sub rincian objek belanja daerah.r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan denganbelanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunanorganisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatandisesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kotaberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:a. Belanja operasiBelanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatansehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.b. Belanja modalBelanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asettetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periodeakuntansi.c. Belanja tidak terduga; danBelanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas bebanAPBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yangtidak dapat diprediksi sebelumnya.d. Belanja transferBelanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerahkepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerahkepada pemerintah desa.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenanganpengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:
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Jenis Belanja Kewenangan PengelolaanBELANJA OPERASIBelanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUDBelanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUDBelanja Bunga SKPKD dan BLUDBelanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPDBelanja Hibah SKPKD dan/atau SKPDBelanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPDBELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUDBELANJA TIDAK TERDUGA SKPKDBELANJA TRANSFER SKPKD2. Ketentuan Terkait Belanja OperasiBelanja operasi dirinci atas jenis:a. Belanja Pegawai;b. Belanja Barang dan Jasa;c. Belanja Bunga;d. Belanja Subsidi;e. Belanja Hibah; danf. Belanja Bantuan Sosial.Ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:a. Belanja Pegawai1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yangditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Bupati/wakil Bupati,pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.a) Belanja Pegawai bagi Bupati dan wakil Bupati dianggarkan padabelanja SKPD sekretariat daerah.b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkanpada belanja SKPD Sekretariat DPRD.c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPDbersangkutan.3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dantunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaanlainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati, wakil Bupati,honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusidaerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnyaterkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilankepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuanKeuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansipemerintah.
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6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan bebankerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasikerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagaiberikut:a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikankepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untukmenyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerjanormal;b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikankepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnyaberada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerahterpencil;c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikankepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnyaberada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesidiberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugasmemiliki keterampilan khusus dan langka;e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikankepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggidan/atau inovasi; danf) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektiflainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkanoleh peraturan perundang-undangan.8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerahditetapkan dengan Perbub dengan berpedoman pada PeraturanPemerintah.9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati dapatmemberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelahmendapat persetujuan Menteri.10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbanganmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan.11) Dalam hal Bupati menetapkan pemberian tambahan penghasilanbagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganmelakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umumatas usulan Menteri.b. Belanja Barang dan Jasa1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkanpengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijualkepada masyarakat/pihak lain.2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program,kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaiansasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang,belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, danBelanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat.
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4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang danjasa diuraikan sebagai berikut:a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaanbarang berupa barang pakai habis,  barang tak habis pakai, danbarang bekas dipakai;b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasayang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupajasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan danperalatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availability
payment) , beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan,sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentifpemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentifpemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkanDigunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanjapemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaangedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, danirigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanjaperawatan kendaraan bermotor.d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkanbelanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanandinas luar negeri.e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untukmenganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepadaPihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalamAPBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikankepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uangkepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukungpencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yangtercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan,kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikankepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;b) penghargaan atas suatu prestasi;c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaantanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaanpembangunan proyek strategis  nasional dan non proyekstrategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudahditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/ataug) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yangdiamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
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c. Belanja Bunga1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanjabunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajibanpembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBDtahun anggaran berkenaan.2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bungautang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang,yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaranberkenaan.3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakanPPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKDterkait.4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan subrincian objek.d. Belanja Subsidi1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidiagar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usahamilik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga dapatterjangkau oleh masyarakat.2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milikswasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasapelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayananpublik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajibanpelayanan umum (public service obligation).3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milikswasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaandengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaandengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yangindependen dan ditetapkan oleh Bupati.5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yangbertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakanpenganggaran pemberian subsidi.6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasarperencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsiditahun anggaran berikutnya.7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawabsecara formal dan material atas penggunaan subsidi yangditerimanya, dan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban kepada Bupati.8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBDtahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistempenyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil  kepada usahamikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukanpemeriksaan dengan tujuan tertentu.
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11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian danpertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perbub sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.e. Belanja Hibah1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badandan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadanhukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkanperuntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidaksecara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkandalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelahmemprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajibdan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lainsesuai dengan peraturan perundang-undangan.3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran,program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuaikepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsipemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan denganmemperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaatuntuk masyarakat.4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dandirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek padaprogram, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsiperangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukanmerupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuanuntuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerahyang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.5) Belanja hibah diberikan kepada:a) pemerintah pusat(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuankerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerahyang bersangkutan.(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindihpendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanjanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yangmembidangi urusan pemerintahan di bidang AdministrasiKependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintahdaerah untuk penyediaan blanko kartu tanda pendudukelektronik.(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda pendudukelektronik tidak didanai dari 2 ( dua ) sumber dana yaituHibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanjanegara.
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(5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapatdiberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.b) pemerintah daerah lainnyaHibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepadadaerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan.c) BUMNHibah kepada badan usaha milik negara diberikan untukmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangand) BUMD;Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalamrangka untuk meneruskan hibah yang diterima PemerintahDaerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidakdapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yangBerbadan Hukum Indonesia(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badandan lembaga:(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentukberdasarkan peraturan perundang undangan;(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telahmemiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkanoleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau(c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosialkemasyarakatan berupa kelompokmasyarakat/kesatuan masyarakat hukum adatsepanjang masih hidup dan sesuai denganperkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakuioleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerahmelalui pengesahan atau penetapan dari pimpinaninstansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkatdaerah terkait sesuai dengan kewenangannya.(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan dan memenuhikriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuaidengan kewenangannya.(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadanhukum Indonesia diberikan kepada organisasikemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atauorganisasi kemasyarakatan yang berbadan hukumperkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badanhukum dari kementerian yang membidangi urusan hukumdan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan denganpersyaratan paling sedikit:(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desasetempat atau sebutan lainnya; dan
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(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi PemerintahDaerah dan/atau badan dan Lembaga yangberkedudukan di luar wilayah administrasi PemerintahDaerah untuk menunjang pencapaian sasaran program,kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberihibah.(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikandengan persyaratan paling sedikit:(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangiurusan hukum dan hak asasi manusia;(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi PemerintahDaerah yang bersangkutan; dan(c) memiliki sekretariat tetap di daerah yangbersangkutan.f) Partai PolitikBelanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepadapartai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupatensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partaipolitik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukungpenyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidaktumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan;(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah ataupemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;(3) partai politik dan/atau(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalammendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan.e) memenuhi persyaratan penerima hibah.7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikankepada Bupati.8) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material ataspenggunaan hibah yang diterimanya.9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasihibah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.f. Belanja Bantuan Sosial1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberianbantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terusmenerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
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kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaantertentu dapat berkelanjutan.2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakandampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomenaalam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuansosial akan semakin terpuruk dan  tidak dapat hidup dalam kondisiwajar.3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuansosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerimabantuan telah lepas dari resiko sosial.4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengankemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskanpemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan UrusanPemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan.5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yangmengalami risiko sosial; ataub) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, danbidang lain yang berperan untuk melindungi individu,kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yangtidak stabil sebagai dampak risiko sosial.6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompokdan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu,keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan danyang tidak dapat direncanakan sebelumnya.7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secaralangsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjutusia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putripahlawan yang tidak mampu.8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secaralangsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasionaluntuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu,bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaiankepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakatkurang mampu.9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu,keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama,alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calonpenerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakandianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincianobjek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnyadialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapatdiperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditundapenanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besarbagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 34

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnyatidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakansebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapatdirencanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepadacalon penerima yang ditujukan untuk melindungi darikemungkinan risiko sosial;b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memilikiidentitas kependudukan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalamkeadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwapemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikansetiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapatberkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikansetiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepasdari risiko sosial; dand) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberianbantuan sosial meliputi:(1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan danmengembangkan kemampuan seseorang yang mengalamidisfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnyasecara wajar.(2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah danmenangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosialseseorang, keluarga, kelompok masyarakat agarkelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengankebutuhan dasar minimal.(3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikanseseorang atau kelompok masyarakat yang mengalamimasalah sosial mempunyai daya, sehingga mampumemenuhi kebutuhan dasarnya.(4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untukmenjamin penerima bantuan agar dapat memenuhikebutuhan dasar hidupnya yang layak.(5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan,program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukanterhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidakmempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dantidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagikemanusiaan.(6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upayayang ditujukan untuk rehabilitasi.17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atasbantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPDsesuai dengan urusan dan kewenangannya.18) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal danmaterial atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
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19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasibantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.3. Ketentuan Terkait Belanja ModalKetentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yangdilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:1) berwujud;2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetapdianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasiaset tetap diatur dalam Perbub.c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Hargaperolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruhbelanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai asetsiap digunakan.d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yangdiperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasionalPemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkanperalatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alatelektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainyasignifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dandalam kondisi siap pakai.3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkangedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunanyang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatanoperasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkanjalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yangdibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasaioleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan asettetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkanke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkanuntuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai.6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetapyang tidak digunakan untuk keperluan operasional PemerintahDaerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan dipos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetapyang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset
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lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidakberwujud dengan kriteria:1) dapat diidentifikasi;2) tidak mempunyai wujud fisik;3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa ataudigunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaanintelektual;4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.4. Ketentuan Terkait Belanja Tidak TerdugaKetentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaranuntuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapatdiprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaranatas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuansosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masingpemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.c. Keadaan darurat meliputi:1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadianluar biasa;2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatanpelayanan publik.Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersediaanggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecualiuntuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ataukejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana,konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan.Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap daruratbencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana,pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersihdan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampunganserta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidakterduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saattanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggapdarurat selesai.d. Keperluan mendesak meliputi:1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yanganggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifatwajib;a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yangdibutuhkan secara terus menerus  dan harus dialokasikan olehpemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluansetiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:(1) Belanja pegawai antara lain untuk pembayarankekurangan gaji, tunjangan; dan
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(2) Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayarantelepon, air, listrik dan internet.b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untukterjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanandasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajibanpembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuhtempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerahdan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturanperundang-undangan; dan/atau4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerahdan/atau masyarakat.Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersediaanggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau PerubahanDPA SKPD.e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalamPeraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerahtahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian ataskelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidakberulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnyadiusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) palinglama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah(PPKD) selaku bendahara umum daerah ( BUD);2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepadakepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanyaRKB.h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dansub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanaikeadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dansub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahunanggaran berjalan; dan/atau2) memanfaatkan kas yang tersedia.Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatandiformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaandarurat dilakukan dengan tahapan:1) Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam,bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadianluar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;2) berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuaiketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang
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membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencanakebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUDmencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yangmembutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhanbelanja.k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluanmendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidakterduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengantahapan:1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidakterduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yangmembidangi keuangan daerah;2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidakterduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukanperubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnyaditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ataudituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintahdaerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telahmelakukan perubahan APBD.l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untukmemenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesakdilakukan dengan tahapan:1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidakterduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yangmembidangi keuangan daerah;2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidakterduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukanperubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnyaditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ataudituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi PemerintahDaerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telahmelakukan perubahan APBD.m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaandan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sertamonitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan denganperaturan Bupati.5. Ketentuan Terkait Belanja TransferKelompok belanja transfer dirinci atas jenis:a. Belanja Bagi Hasil; danb. Belanja Bantuan KeuanganKetentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:
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a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek.b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangandaerah.c. Belanja Bagi Hasil1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yangbersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota ataupendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa ataupendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerahlainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.d. Belanja Bantuan Keuangan1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalamrangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuankeuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnyaguna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerimabantuan keuangan.3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan KeuanganDaerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja UrusanPemerintahan Wajib dan UrusanPemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan olehperaturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4) Bantuan keuangan terdiri atas:a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kotadi wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luarwilayahnya;d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerahprovinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/ataue) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kotakepada desa.5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan danpengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerahdan/atau pemerintah desa penerima bantuan.b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkanoleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannyadiserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desasebagai penerima bantuan keuangan khusus tidakmenggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan olehpemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan,pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerimabantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepadapemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
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d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khususdapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDatau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran,pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban danpelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuanganditetapkan dengan peraturan Bupati.E. PEMBIAYAAN DAERAH1. Ketentuan UmumPembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaranberkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:a. Pembiayaan daerah terdiri atas: 1) penerimaan pembiayaan; dan 2)pengeluaran pembiayaan.b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. Terkaithal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:1) Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pembiayaan daerah2) Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincianobjek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkankewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.3) Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaranatau menutup defisit anggaran.2. Ketentuan Terkait Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:a. SiLPA;b. pencairan Dana Cadangan;c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;d. penerimaan Pinjaman Daerah;e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atauf. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauanpenerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer,pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajibankepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikandan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dansisa dana pengeluaran Pembiayaan.b. Pencairan Dana Cadangan1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkanpencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan keRekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
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2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkandengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadanganbersangkutan.3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadipenerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai denganperuntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolioyang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening DanaCadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPDpengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan(capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatandalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan aslidaerah yang sah.c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatatberdasarkan bukti penerimaan yang sah.3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli,nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.d. Penerimaan Pinjaman Daerah;1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjamanyang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai denganyang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkanpenerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitanobligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:a) pemerintah pusat;b) pemerintah daerah lain;c) lembaga keuangan bank;d) lembaga keuangan bukan bank; dan/ataue) masyarakat.4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untukmenganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepadapihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undanganPenerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkanpenerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
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3. Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan dapatdigunakan untuk:a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;b. penyertaan modal daerah;c. pembentukan Dana Cadangan;d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ataue. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undanganKetentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untukmenganggarkan pembayaran pokok utang.2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan padajumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjamandan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruhkewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahunanggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakanpembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajibanlainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dandianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnyakewajiban dimaksud.5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupiuntuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati dapat melakukanpelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelahperubahan APBD.b. Penyertaan Modal Daerah1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badanusaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usahaswasta dan/atau koperasi.2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkanpendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomiandaerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi,sosial, dan/atau manfaat lainnya.4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yangmendapatkan penyertaan modal daerah;b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentuberupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usahayang mendapatkan penyertaan modal daerah;c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaanmodal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentusebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentuberupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badanusaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
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f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalamjangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaanmodal daerah;g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat daripenyertaan modal daerah.5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modalberupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupainvestasi langsung.6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukandengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan carapenyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberianpinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyebarannyadilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuanganbukan bank.9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasilangsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehatinvestasi untuk mendapatkan nilai wajar.10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabilajumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telahditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modaldaerah bersangkutan.11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupunAPBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada PeraturanDaerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antaraBupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaaninvestasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaananggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawabanpenyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaandan pengawasan.15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakanpengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perbub.17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidakditerbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaranpenyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modalyang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenaipenyertaan modal bersangkutan.18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaanmodal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkandengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintahdaerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenaipenyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
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19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan denganberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaanmodal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaaninvestasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumenrencana kegiatan investasi.21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selakupengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintahdaerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintahdaerah sebelum melakukan penyertaan modal.23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukanoleh penasehat investasi pemerintah daerah.24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati.25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerahberupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dananalisis risiko.c. Pembentukan Dana Cadangan1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanaikebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidakdapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerahkecuali dari:a) DAK;b) pinjaman daerah; danc) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untukpengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelolaoleh PPKD selaku BUD.5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerahtentang pembentukan dana cadangan.6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaranpembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari danacadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harusdianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumberdana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkansebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atasrancangan Peraturan Daerah tentang APBD.d. Pemberian Pinjaman Daerah1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkanpemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintahpusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara,koperasi, dan/atau masyarakat.



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 45

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapatpersetujuan DPRD.3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA danPPAS.4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diaturdalam Perbub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkanpengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.4. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto Pembiayaan neto:a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaranpembiayaan.b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISITKetentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran BelanjaDaerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.2. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah danbelanja daerah.3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah danbelanja daerah.4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untukpengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerahtentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaanPembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBDyang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.6. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;b. penyertaan modal Daerah;c. pembentukan Dana Cadangan;d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ataue. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.7. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaranpokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaranpembiayaan sesuai dengan perjanjian.8. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteridan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganmenetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batasmaksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari PinjamanDaerah setiap tahun anggaran.
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10. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batasmaksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustusuntuk tahun anggaran berikutnya.11. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteridan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.12. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksipenundaan penyaluran Dana Transfer Umum.13. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batasmaksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBDmasing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan olehmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.14. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisitAPBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisitAPBD dan batas maksimal defisit APBD masing masing Daerah yang dibiayaiPinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.15. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan PeraturanDaerah tentang APBD.16. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.17. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaandengan pengeluaran Pembiayaan.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:1. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahunsebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluarantertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untukmenutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;b. pencairan dana cadangan;c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;d. pinjaman daerah; dane. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.3. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaranberpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkanmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.4. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit APBDpada tahun berikutnya.5. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaanpenyaluran dana transfer umum.G. KETENTUAN SILPA1. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan ( SILPA ) tahunberkenaan bersaldo nihil.2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harusmemanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatanprioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yangtelah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
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3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerahmelakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaanyang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan,dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volumeprogram, kegiatan dan sub kegiatan.
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BAB IIIPENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHA. KUA DAN PPAS1. Ketentuan Umum KUA dan PPASPenyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkandalam peraturan perundang-undangan;e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,  transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturanperundang-undangan; danf. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukanpenerimaan dan pengeluaran daerah.Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakanbidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinyauntuk periode 1 (satu) tahun.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritasdan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuksetiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunanrencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.Ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPDdengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelahberkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakanpemerintah dengan pemerintah daerah;2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;3) teknis penyusunan APBD; dan4) hal-hal khusus lainnya.c. Rancangan KUA memuat:1) kondisi ekonomi makro daerah;2) asumsi penyusunan APBD;3) kebijakan Pendapatan Daerah;4) kebijakan Belanja Daerah;5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalammencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunanAPBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dankebijakan pembiayaan daerah.
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d. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untukmasing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas danprogram nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintahpusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untukmasing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas danprogram nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintahpusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalamrencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintahkabupaten/kota; dan4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementarauntuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.e. Sub kegiatan dapat dianggarkan:1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahunjamak.f. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalamRPJMD.g. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secarateknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu)keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harustetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harustetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lainpenanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara,makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah,dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuanbersama antara Bupati dan DPRD, yang ditandatangani bersamaandengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaranpelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masajabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksudmerupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasionalsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.i. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi,kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.j. Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, alirandata, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secaraelektronik.2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS Ketentuan terkait KUA danPPAS sebagai berikut:a. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRDpaling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakatibersama antara Bupati dan DPRD.
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b. Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatanbaru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapatdalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasanrancangan KUA dan rancangan PPAS.c. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhikriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPASditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggukedua bulan Agustus.e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadipedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat:1) nama Kegiatan;2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;3) jumlah anggaran; dan4) alokasi anggaran per tahun.h. Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, WakilBupati bertugas untuk:1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;dan2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPASi. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara,pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenangselaku penjabat/penjabatsementara/pelaksana tugas Bupati bertugasuntuk:1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;dan2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPASj. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementaradalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugasuntuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.k. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUAdan rancangan PPAS, paling lama 6 ( enam ) minggu sejak rancangan KUAdan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikanRancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkanRKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untukdibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.3. Ketentuan Pelaksanaana. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkanRKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikansebagai berikut:1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data daninformasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD;2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan datadan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja danindikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.
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b. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepadaDPRD.c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancanganPPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUA danrancangan PPAS.d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasilpembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPASdituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPASyang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.4. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikaninformasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikansetiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenaipedoman penyusunan APBD.Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lainsebagai berikut:a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( KUA);b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS);c. Nota Kesepakatan KUA;d. Nota Kesepakatan PPAS;e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak;f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.
a. Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( KUA )KABUPATEN TANA TIDUNGKEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( KUA )TAHUN ANGGARAN ….I. PENDAHULUAN1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA )1.2. Tujuan penyusunan KUA1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUAII. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah2.2. Arah kebijakan keuangan daerahIII. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBDIV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan  daerah yang diproyeksikan  untuktahun4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan
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Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang SahV. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH5.1. Kebijakan  terkait dengan  perencanaan belanja5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanjatidak terdugaVI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaanVII. STRATEGI PENCAPAIANPada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.VIII. PENUTUPPada bab ini juga dapat berisi tentang  hal-hal lain yang disepakati DPRD danKepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBDDemikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedomandalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan
………….Tanggal,……………..Pimpinan DPRD Bupati Tana tidung
Nama Nama
b. Ilustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS )TABEL 2.1RENCANA PENERIMAAN DAERAHTahun Anggaran ….
KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI DASARANGGARAN HUKUM1 2 3 44. PENDAPATAN DAERAH4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH4.1.01. Pajak Daerah4.1.02. Retribusi Daerah4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YangDipisahkan4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah4.2. PENDAPATAN TRANSFER4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah
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4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH4.3.01. Pendapatan Hibah4.3.02. Dana Darurat4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuai denganKetentuan Peraturan Perundang-Undangan
6. JUMLAH PENDAPATAN DAERAH6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya6.1.02. Pencairan Dana Cadangan6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai denganKetentuan Peraturan Perundang-UndanganJUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAHPENERIMAAN DAERAH
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TABEL 3.1SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAPPRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONALNo Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan1 2 3 4 5 6

TABEL 3.2SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITASPEMBANGUNAN PROVINSI
No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan1 2 3 4 5 6
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TABEL 3.3PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH
No Prioritas PembangunanProv/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program IndikatorKinerja SKPD Pelaksana Jumlah(Rp) Keterangan1 2 3 4 5 6 7 8
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TABEL 3.4PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
No.

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PLAFONANGGARANSEMENTARA(Rp)
PRAKIRAAN MAJU KETProgram Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja LokasiSubKegiatanHasilProgram TargetCapaian KeluaranKegiatan TargetCapaian Keluaran SubKegiatan TargetCapaian N+1 N+21. 1. Urusanwajib yangberkaitandenganpelayanandasar1.01Pendidikanx.xx.xx.Program ...

1.03PekerjaanUmum danPenataanRuangx.xx.xx.

.................. .................. x.xx.xx.x.xx .Kegiatan...x.xx.xx.x.xx .Kegiatan...

......... ......... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. SubKegiatan ...
x.xx.xx.x.xx.xx.Sub Kegiatan ...

......... ......... ......... ......... ......... ......... Tinggi
Menengah

Program ...
......... .........

x.xx.xx.x.xx .Kegiatan... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx.Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... Tinggi2. Dst
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2.09. PANGAN2.09.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.10. PERTANAHAN2.10.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.11. LINGKUNGAN HIDUP2.11.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL2.12.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.13.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
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2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA2.14.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.15. PERHUBUNGAN2.15.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.16.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.17. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH2.17.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.18. PENANAMAN MODAL2.18.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
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2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2.19.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.20. STATISTIK2.20.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.20.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.20.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.21. PERSANDIAN2.21.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.22. KEBUDAYAAN2.22.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...
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2.23. PERPUSTAKAAN2.23.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

2.24. KEARSIPAN2.24.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN3.25.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...

Dst...
3.26. PARIWISATA3.26.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...

Dst...3.27. PERTANIAN3.27.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas...3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan...3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
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Dst...
3.28. KEHUTANAN3.28.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas...3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan...3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...

Dst...
3.29. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL3.29.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas...3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan...3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...

Dst...3.30. PERDAGANGAN3.30.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas...3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan...3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
Dst...

3.31. PERINDUSTRIAN3.31.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas...3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan...3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
Dst...

3.32. TRANSMIGRASI3.32.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas...3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan...
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3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
Dst...

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN4.01. SEKRETARIAT DAERAH4.01.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Daerah4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan...4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
Dst...

4.02. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH4.02.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat DPRD4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan...4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
Dst...

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01. PERENCANAAN5.01.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan...5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...

Dst...5.02. KEUANGAN5.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...
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5.03. KEPEGAWAIAN5.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN5.04.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN5.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...5.06. PENGHUBUNG5.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...

5.07. PENGELOLAAN PERBATASAN5.07.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...
Dst...
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6. UNSUR PENGAWAS
6.01. UNSUR PENGAWAS6.01.x-x.x-x.x-x.xx. Inspektorat6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...

Dst...
7. UNSUR KEWILAYAHAN7.01. KECAMATAN7.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kecamatan...7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...

Dst...
7.02. KOTA ADMINISTRASI7.02.x-x.x-x.x-x.xx. Kota...7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ...

Dst...7.03. KABUPATEN ADMINISTRASI7.03.x-x.x-x.x-x.xx. Kabupaten ...7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
Dst...

8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK8.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kesatuan Bangsa Dan Politik …
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8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
Dst...

9. URUSAN KEKHUSUSAN9.01. PANIRADYA KAISTIMEWAN9.01.x-x.x-x.x-x.xx. Paniradya Kaistimewan …9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
Dst...

9.02. SYARIAT ISLAM ACEH9.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas Syariat Islam Aceh...9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
Dst...

9.03. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATANULAMA ( MPU )9.03.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)...
9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...

Dst...
9.04. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH9.04.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Majelis Adat Aceh ...9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...
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Dst...
9.05. SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH9.05.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Baitul Mal Aceh...9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...

Dst...
9.06. SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH9.06.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program...9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan...

Dst...
TABEL 5.1PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

NO. URAIAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA( Rp. )PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Penerimaan Pembiayaan6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran6.1.02. Pencairan Dana Cadangan6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai denganKetentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2. Pengeluaran Pembiayaan6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan6.2.02. Penyertaan Modal Daerah6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
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6.2.04. Pemberian Pinjaman Daerah6.2.05. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai   denganKetentuan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto
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c.  Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA NOTA KESEPAKATAN ANTARAPEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG.DENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TANA TIDUNGNOMOR……….TANGGAL……..TENTANG KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN ….Yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : ...........................................................Jabatan : Bupati Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tana Tidung2. a. Nama : ...........................................................Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................b. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................c. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung.Alamat Kantor : ...........................................................d. Dst………….Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten*)......Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukanKebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikansebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA ....Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap  kebijakan  umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasardalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakanpendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA …. disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganNota Kesepakatan ini.Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Tahun Anggaran ….………….Tanggal,……………..BupatiKabupaten Tana Tidung Pimpinan DPRD

Selaku, Selaku,PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUANama Nama KETUA
Nama WAKIL KETUA …………………..
Nama WAKIL KETUA ……………….....
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d. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPASNOTA KESEPAKATAN ANTARAPEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNGDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TANA TIDUNGNOMOR……….TANGGAL……..TENTANGPRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARATAHUN ANGGARAN ….Yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : ...........................................................Jabatan : Bupati Tana Tidung.Alamat Kantor : ...........................................................bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tana Tidung2. a. Nama : ...........................................................Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................b. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung.Alamat Kantor : ...........................................................c. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung.Alamat Kantor : ...........................................................sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten*)......Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusunPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untukselanjutnya  dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA…Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan UmumAPBD TA  …,  para  pihak  sepakat  terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan danpenerimaan pembiayaan daerah TA …, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan PemerintahanDan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA …
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalampenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .………….Tanggal,……………..BupatiKabupaten Tana Tidung Pimpinan DPRD

Selaku, Selaku,PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Nama

Nama KETUANama WAKIL KETUA ……………………………….
Nama WAKIL KETUA ……………………………….
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e. Tahun Jamak NOTA KESEPAKATAN ANTARABUPATI TANA TIDUNGDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TANA TIDUNGNOMOR……….TANGGAL……..TENTANGPELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK(NAMA PEKERJAAN)KABUPATEN TANA TIDUNGYang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : ...........................................................Jabatan : Bupati Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tana Tidung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.2. a. Nama : ...........................................................Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................b. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................c. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................d. Dst………….sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenTana Tidung, selanjutnya disebut sebagai PIHAKBahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Kabupaten TanaTidung ... Tahun ..., Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yangBAB I DASAR HUKUMPasal 1(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi untuk sub kegiatantahun jamak dimaksudBAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:(1) ……………………(2) ……………………(3) ……………………(1) Dst.(Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)`
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BAB IIIKEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAKPasal 3Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan), yang(1) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... ( terbilang);(2) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... ( terbilang);(3) Dst.Pasal 4(1) Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ....(2) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub kegiatansebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp..... ( terbilang ).(3) Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a. biaya pekerjaan.................dengan rincian per tahun sebagai berikut:1). Tahun ... senilai Rp.... ( terbilang);2). Tahun ... senilai Rp.... ( terbilang);3). Dst.b. biaya pekerjaan ... dengan rincian per tahun  sebagai berikut:1). Tahun ... senilai Rp... ( terbilang);2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);3). Dst.c. Dst.BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 5Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakanuntuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun ...BAB VPENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAKPasal 6(1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh PerangkatDaerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ...Kabupaten Tana Tidung. BAB VIPENYESUAIAN HARGAPasal 7
(1) ………………………(2) ………………………(3) Dst. BAB VIIPERTANGGUNGJAWABANPasal 8Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan.
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BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 9Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya,akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK Demikian NotaKesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyaikekuatan hukum yang sama.………….Tanggal,……………..BupatiKabupaten Tana Tidung Pimpinan DPRD
Selaku, PIHAK PERTAMA Selaku, PIHAKKEDUANama Nama
Nama WAKIL KETUA …………………..Nama WAKIL KETUA …………………..



73
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Ilustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub KegiatanBERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARABUPATI KABUPATEN TANA TIDUNGDENGANKETUA DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR……….TANGGAL……..TENTANGPENAMBAHAN KEGIATAN/SUB  KEGIATAN  BARU PADA KUA DAN PPAS YANGTIDAK TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN ….Yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : ...........................................................Jabatan : Bupati Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tana Tidung2. Nama : ...........................................................Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung.Alamat Kantor : ...........................................................bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )Kabupaten Tana TidungDengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS TA...... yangtidak terdapat dalam RKPD Kabupaten Tana Tidung TA..........yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yangmenjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.
Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2)  dan  ayat  (3) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah,  Rencana Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, makapada hari ini … tanggal … bulan … tahun …, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.
Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) TA………..
………….Tanggal,……………..

Bupati Tana Tidung.
Nama

Ketua DPRDKabupaten Tana Tidung
Nama
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LAMPIRAN
Berita Acara Kesepakatan Nomor………………Tanggal……………..

No.
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PLAFONANGGARANSEMENTARA(Rp)

PRAKIRAANMAJUKode/Urusan/SubUrusan/Organisasi/
Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja LokasiSubKegiatan KetHasilProgram TargetCapaian KeluaranKegiatan TargetCapaian KeluaranSubKegiatan TargetCapaian N+1 N+21. 1. Urusan wajibyang berkaitandenganpelayanan dasar

1.01 Pendidikanx.xx.xx.Program ...
......... ......... x.xx.xx.x.xx.Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx.Sub Kegiatan... ......... ......... ......... ......... ......... .........

x.xx.xx.x.xx.Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx.Sub Kegiatan... ......... ......... ......... ......... ......... .........
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B. RKA SKPD1. Ketentuan Umum RKA SKPDKetentuan terkait RKA- SKPD sebagai berikut:a. Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA- SKPD diterbitkan palinglambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.b. Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat:1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yangterkait;2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dansub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan danpenerimaan pembiayaan;3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD,format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMDdan kebijakan penyusunan APBD.c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan anggaranbelanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya,antara lain:1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan,dan sub kegiatan terkait pelayanan retribusi sumber pendanaannya berasaldari pendapatan retribusi;2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal daripendapatan transfer khusus berkenaan;3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya berasaldari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasilberkenaan.4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumberpendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacupada Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.e. Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasilpelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaransebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.f. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, sertapenggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.g. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancanganPeraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diaturdalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkansetiap tahun.h. RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan:1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan denganmenyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaranberikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh prosesperencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkandokumen rencana kerja dan anggaran.3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan darisub kegiatan;b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; danc) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
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i. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaranberdasarkan kinerja berpedoman pada:1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan  yang akan dicapai dariprogram, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan,keluaran, dan hasil;2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai darikeadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas,efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan subkegiatan;3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan  dari suatu kegiatan ataukeluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telahdicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dankualitas yang terukur;4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerjadan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yangditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standarharga satuan regional;6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerahuntuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenaikebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalammenentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakanurusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negarasecara minimal.j. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangkapengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaranberdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPDmengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua)tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaranberjalan.k. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belumdapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untukdilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu)tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKASKPD diatur dalamPeraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanjabantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugasdan fungsi pada masing-masing SKPD.n. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalamRKA-SKPD pada SKPKD.o. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkandalam RKA-SKPD pada:1) SKPKD;2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuanganBLUD;2. Ketentuan Dokumen RKA SKPDKetentuan terkait dokumen RKA-SKPD sebagai berikut:a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, sertapenggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahunyang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun,kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 77

Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya sertaditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.d. Rencana belanja memuat informasi mengenai:1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah yangdikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA,3) standar harga satuan,4) RKBMD,5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja,dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan subkegiatan.6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahunanggaran berkenaan.7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahunanggaran berkenaan.8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPDdalam tahun anggaran berkenaan.9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek,rincian objek belanja, dan sub rincian objek.e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok:1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD,yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek penerimaan pembiayaan.2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkansurplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincianobjek, dan sub rincian objek pengeluaran pembiayaan.3. Ketentuan Lain Terkait RKA SKPDKetentuan lainnya terkait RKA-SKPD sebagai berikut:a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurattermasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusunRKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir untukpencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harusdianggarkan pada tahun yang direncanakan.c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), dalammasa transisi penyusunan RKA-SKPD  disusun oleh TAPD atau TAPD menunjukSKPD terkait.d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakanpola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD.4. Ketentuan Pelaksanaana. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPDsebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKASKPD.d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta SE KDHtentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mengikuti ketentuan umum RKA-SKPDdan Ketentuan terkait Dokumen RKA-SKPD di atas.e. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahanpenyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.5. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD menyajikan informasi yangbersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalamketentuan peraturan perundang undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
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Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD disajikan sebagaiberikut:
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KABUPATEN TANA TIDUNGRENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(RKA-SKPD)TAHUN ANGGARAN…URUSAN PEMERINTAHAN : x ……………….BIDANG URUSAN : x.xx ……………….ORGANISASI : x.xx.xx ……………….Pengguna Anggaran :a. Nama : ………………b. NIP : ………………c. Jabatan : ………………
Kode Nama FormulirRKA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPDRKA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPDRKA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)Ringkasan APBDRekapitulasi Belanja per urusanRekapitulasi Belanja per urusan dan programRekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatanRekapitulasi Belanja per Jenis BelanjaDisetujui oleh, PenggunaAnggaran
NamaNIP: ……….

Disiapkan oleh, SubBagian Program
NamaNIP: ……….Keterangan:*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat disesuaikan danditambahkan berdasarkan kebutuhan.
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Halaman ………… RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPDKabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran…
Organisasi : x.xx.xx ……………….Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening Uraian Jumlah( Rp )
1 2 3Pendapatan DaeraPendapatan Asli DaerahPajak DaerahRetribusi DaerahHasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanLain-lain pendapatan asli daerah yangPendapatan TransferTransfer Pemerintah PusatTransfer Antar DaerahLain-lain Pendapatan daerah yang sahHibahDana daruratLain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Belanja DaerahBelanja OperasiBelanja pegawaiBelanja barang dan jasaBelanja bungaBelanja subsidiBelanja hibahBelanja bantuan sosialBelanja ModalBelanja modal tanahBelanja modal peralatan dan mesinBelanja modal gedung dan bangunanBelanja modal jalan, jaringan, dan irigasiBelanja modal aset tetap lainnyaBelanja modal aset tidak berwujudBelanja Tidak TerdugaBelanja tidak terdugaBelanja TransferBelanja bagi hasilBelanja bantuan keuangan Surplus/(Defisit)



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 81

12DstHalaman …..
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Halaman…………. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH Formulir RKA-BELANJASKPDKabupaten Tana TidungTahun Anggaran…Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan KegiatanUrusan Pemerintah : x ………………….Bidang Urusan : x.xx.xx ………………….Program : x.xx.xx ………………….Kegiatan : x.xx.xx ………………….Organisasi : x.xx.xx ………………….Unit : x.xx.xx ………………….Alokasi Tahun -1 : Rp..............................( terbilang )Alokasi Tahun : Rp..............................( terbilang )Alokasi Tahun +1 : Rp..............................( terbilang )
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja KegiatanIndikator Tolak Ukur Kerja Target KinerjaMasukanKeluaranHasilKelompok Sasaran   Kegiatan:…………..

Sub Kegiatan : x.xx.xxSumber Pendanaan   : ………..Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)Keluaran Sub Kegia   : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)Waktu Pelaksanaan   : Mulai……Sampai……..Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian  Perhitungan Jumlah ( Rp )Koefisiensi/ Volume Satuan HargaSatuan PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Sub Kegiatan : x.xx.xxSumber Pendanaan   : ………..Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)
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Keluaran Sub Kegia   : (Kuantitas, dengan   satuan disamakan dengan/sub kegiatan)Waktu Pelaksanaan   : Mulai…… Sampai……..Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian  Perhitungan Jumlah ( Rp )Koefisiensi/ Volume Satuan HargaSatuan PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
………,tanggal………Kepala SKPD

NamaNIP: ……….
PembahasanTanggal : ……………Catatan : ……………1.2.Dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan12dst
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C. RANCANGAN PERDA APBD1. Ketentuan UmumKetentuan terkait penyiapan Raperda tentang APBD sebagai berikut:a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melaluiPPKD untuk diverifikasi.b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPDdengan:1) KUA dan PPAS;2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;3) dokumen perencanaan lainnya;4) capaian Kinerja;5) indikator Kinerja;6) analisis standar belanja;7) standar harga satuan;8) perencanaan kebutuhan BMD;
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9) Standar Pelayanan Minimal;10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.c. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPDmelakukan penyempurnaan.d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas InternalPemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukungberdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.f. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikankepada Bupati.g. Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi, aliran data,serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBDKetentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD sebagai berikut:a. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan,belanja, dan pembiayaan;2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah danorganisasi;3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, danpembiayaan.4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkankebutuhan informasi antara lain:a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahandaerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan serta keluaran, dansub kegiatan beserta keluaran;b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusanpemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangannegara;c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPASdengan Rancangan APBD;f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program PrioritasDaerah.5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBDantara lain:a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;b) daftar piutang daerah;c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah danaset lain-lain;e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years) ;f) daftar dana cadangan;g) daftar pinjaman daerah.b. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri atas nota keuangandan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.c. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasarancapaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan.3. Ketentuan Pelaksanaana. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.
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b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukanpenyempurnaan.c. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukungberdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.d. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun kepadaBupati.4. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD menyajikan informasiyang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalamketentuan peraturan perundang undangan mengenai pedoman penyusunan APBDIlustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD pada tahapanrancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan sebagai berikut:a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan,belanja, dan pembiayaan;b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah danorganisasi;c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, danpembiayaan;d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhaninformasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapatdisesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan);dane. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD(jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikandan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 88

a. Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenispendapatan, belanja, dan pembiayaanKABUPATEN TANA TIDUNGRINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENISPENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
Kode Uraian Jumlah ( Rp )Pendapatan

Pendapatan  Asli DaerahPajak DaerahRetribusi DaerahHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkanLain-lain PAD yang sah
Pendapatan TransferPendapatan Transfer Pemerintah PusatPendapatan Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SahPendapatan HibahDana DaruratLain-lain Pendapatan Sesuai dengan KetentuanPeraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan
Belanja
Belanja OperasiBelanja pegawaiBelanja barang dan jasaBelanja bungaBelanja subsidiBelanja hibahBelanja bantuan sosial
Belanja ModalBelanja modal tanahBelanja modal peralatan dan mesinBelanja modal gedung dan bangunanBelanja modal jalan, jaringan, dan irigasiBelanja modal aset tetap lainnyaBelanja modal aset tidak berwujud
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Kode Uraian Jumlah ( Rp )Belanja Tidak TerdugaBelanja tidak terduga
Belanja TransferBelanja bagi hasilBelanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)Pembiayaan DaerahPenerimaan  PembiayaanSilPAPencairan dana cadanganHasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkanPenerimaan pinjaman daerahPenerimaan  kembali  pemberian  pinjaman  daerahPenerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran  PembiayaanPembentukan dana cadanganPenyertaan modal daerahPembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempoPemberian  pinjaman daerahPengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ( SILPA )………,tanggal………Bupati
Nama
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b. Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasiKABUPATEN TANA TIDUNGRINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 PENDIDIKAN1 01 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
1 01 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
1 02 KESEHATAN1 02 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit ...
1 02 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1 03 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
1 03 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN1 04 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...

1 04 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT1 05 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
1 05 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
1 06 SOSIAL1 06 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
1 06 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 07 TENAGA KERJA2 07 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja2 07 x-x.x-x.x-x.xx Dst …

2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK2 08 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 08 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 09 PANGAN2 09 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 09 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 10 PERTANAHAN2 10 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 10 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 11 LINGKUNGAN HIDUP2 11 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja2 11 x-x.x-x.x-x.xx Dst …

2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL2 12 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 12 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2 13 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 13 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA2 14 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 14 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 15 PERHUBUNGAN2 15 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja2 15 x-x.x-x.x-x.xx Dst …

2 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2 16 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 16 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH2 17 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 17 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 18 PENANAMAN MODAL2 18 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 18 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA2 19 x-x.x-x.x-x.xx Dinas
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja2 19 x-x.x-x.x-x.xx Dst …

2 20 STATISTIK2 20 x-x.x-x.x- Dinas...
x.xx

2 20 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 21 PERSANDIAN2 21 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 21 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 22 KEBUDAYAAN2 22 x-x.x-x.x-x.xx Dinas
2 16 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
2 23 PERPUSTAKAAN2 23 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja2 23 x-x.x-x.x-x.xx Dst …

2 24 KEARSIPAN2 24 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
2 24 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN3 25 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
3 25 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
3 26 PARIWISATA3 26 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
3 26 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
3 27 PERTANIAN
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja3 27 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...

3 27 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
3 28 KEHUTANAN3 28 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
3 28 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
3 29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL3 29 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
3 29 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
3 30 PERDAGANGAN3 30 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
3 30 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
3 31 PERINDUSTRIAN
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja3 31 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...

3 31 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
3 32 TRANSMIGRASI3 32 x-x.x-x.x- Dinas...

x.xx
3 32 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH4 01 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Daerah
4 01 x-x.x-x.x-x.xx Paniradya Keistimewan …
4 02 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH4 02 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat DPRD
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 01 PERENCANAAN5 01 x-x.x-x.x-x.xx Badan...
5 01 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 02 KEUANGAN5 02 x-x.x-x.x-x.xx Badan...
5 02 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 03 KEPEGAWAIAN5 03 x-x.x-x.x-x.xx Badan...
5 03 x-x.x-x.x- Dst …

x.xx
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja5 04 x-x.x-x.x-x.xx Badan...

5 04 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN5 05 x-x.x-x.x-x.xx Badan...
5 05 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 06 PENGHUBUNG5 06 x-x.x-x.x-x.xx Badan ...
5 06 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH5 07 x-x.x-x.x-x.xx Badan/Kantor ...
5 07 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
6 UNSUR PENGAWAS
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja6 01 PENGAWAS6 01 x-x.x-x.x-x.xx Inspektorat

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN7 01 x-x.x-x.x-x.xx Kecamatan ...
7 01 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
7 02 KOTA ADMINISTRASI7 02 x-x.x-x.x-x.xx Kota ...
7 02 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
7 03 KABUPATEN ADMINISTRASI7 03 x-x.x-x.x-x.xx Kabupaten ...7 03 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK8 01 x-x.x-x.x-x.xx Kesatuan Bangsa Dan Politik

9 URUSAN KEKHUSUSAN
9 01 SYARIAT ISLAM ACEH9 01 x-x.x-x.x-x.xx Dinas Syariat Islam Aceh
9 02 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATANULAMA ( MPU )9 02 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU) ...
9 03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH9 03 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Baitul Mal Aceh ...
9 04 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH9 04 x-x.x-x.x-x.xx Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...
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Bupati Tana Tidung
Nama.

c. Ilustrasi Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan,belanja, dan pembiayaan
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KABUPATEN TANA TIDUNGRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN,KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...
PENDAPATAN DAERAHKODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM4.x.xx Pendapatan4.x.xx Pendapatan Asli Daerah4.x.xx Pajak Daerah4.x.xx Retribusi Daerah4.x.xx Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah

4.x.xx Pendapatan Transfer4.x.xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah4.x.xx Pendapatan Hibah4.x.xx Dana Darurat4.x.xx Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan KetentuanPeraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAHUrusan Pemerintahan : xBidang Urusan : x.xx.xxOrganisasi : x.xx.xxUnit Organisasi : x.xx.xxProgram : x.xx.xxIndikator Hasil : ………
Kegiatan…1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………Sub Kegiatan …1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 106

5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan KeuanganSub Kegiatan …2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud5.x.xx Belanja Tidak Terduga



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 107

5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan….2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………Sub Kegiatan…1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan…2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer
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5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
………,tanggal………Bupati Tana Tidung

Nama
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D. RANCANGAN PERBUB PENJABARAN APBD1. Ketentuan UmumKetentuan terkait penyiapan Raperda tentang APBD sebagai berikut:a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD,Bupati menyiapkan rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD.b. Proses penyiapan Raperbub tentang Penjabaran APBD mengandunginformasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yangdilakukan secara elektronik.2. Ketentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD sebagai berikut:a. Rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagaiberikut:1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis,objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, danpembiayaan;2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincianobjek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikanberdasarkan kebutuhan informasi  antara lain:a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran BantuanKeuangan bersifat umum dan bersifat khusus;d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagihasil;e) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja danpembiayaan;f) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan PertambanganGas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusanpemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objekpendapatan, belanja dan pembiayaan;g) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota padadaerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD danrancangan Perbub tentang penjabaran APBD dengan programprioritas perbatasan Negara.4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perbubpenjabaran APBD.b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancanganPerbub tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu:1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukumpendapatan.2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasisub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkanpenggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum,sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaanpembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompokpengeluaran pembiayaan.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBD menyajikaninformasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap
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tahun dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pedomanpenyusunan APBD.Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBD pada tahapanPenetapan APBD disajikan sebagai berikut:a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek,dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincianobjek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;c. rekapitulasi dan sinkronisasi perbub penjabaran APBD yang disajikanberdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dansinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasiyang dibutuhkan); dand. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perbubpenjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasidapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yangdibutuhkan). ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurutkelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek,pendapatan,belanja, dan pembiayaan;
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ….....RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah ( Rp )4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah4.1.01 Pajak Daerah4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB )4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan4.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.4.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.4.1.02 Retribusi Daerah4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan4.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-Undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.4.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN4.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.4.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah4.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-Undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.4.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN4.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.4.1.03.xx Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah4.1.04.01,xx Rincian objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah4.1.04.xx Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah4.2 Pendapatan Transfer4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat4.2.01.01 Dana Perimbangan4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil ( DBH )4.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
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4.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak4.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.4.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah4.3.01 Pendapatan Hibah4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat4.3.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.4.3.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.4.3.02 Dana Darurat4.3.02.01 Dana Darurat4.3.02.01.01 Dana Darurat4.3.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.3.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS4.3.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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4.3.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi5.1.01 Belanja Pegawai5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN5.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa5.1.02.01 Belanja Barang5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis5.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.03 Belanja Bunga5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5.1.03.01.01 BelanjaBunga Utang Pinjaman kepada PemerintahPusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-JangkaMenengah5.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.04 Belanja Subsidi5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
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5.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.05 Belanja Hibah5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat5.1.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepadaIndividu5.1.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2 Belanja Modal5.2.01 Belanja Modal Tanah5.2.01.01 Belanja Modal Tanah5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil
5.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 117

5.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5.2.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.2.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan5.2.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.2.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak5.2.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.5.2.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.
5.2.06 Belanja Modal …5.2.06.01 Belanja Modal …5.2.06.01.01 Belanja Modal …
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5.2.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.5.2.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga5.3.01 Belanja Tidak Terduga5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada PemerintahanKabupaten/Kota dan Desa5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada PemerintahanKabupaten/Kota dan Desa5.4.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.5.4.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi5.4.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar DaerahProvinsi5.4.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.4.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.

Jumlah Belanja
Surplus / ( Defisit )
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6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah6.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan6.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.03.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkanpada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkanpada BUMN6.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.6.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 120

6.1.04.01.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat PenerusanPinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah6.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerahkepada Pemerintah Pusat6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerahkepada Pemerintah Pusat6.1.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
6.1.06 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek6.1.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.Jumlah Penerimaan Pembiayaan6.2 Pengeluaran Pembiayaan6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
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6.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.2.02 Penyertaan Modal Daerah6.2.02.01 Penyertaan Modal   Daerah   pada   Badan   Usaha   MilikNegara ( BUMN )6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN6.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat6.2.03.01.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah PusatPenerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah6.2.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.2.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah6.2.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat6.2.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.2.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
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6.2.05 pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan6.2.05.01 Pinjaman BLUD6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek6.2.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.2.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah. Jumlah Pengeluaran pembiayaanPembiayaan Neto6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan( SILPA )
………,tanggal………Bupati

Nama
a. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincianobjek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
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KABUPATEN TANA TIDUNGPENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DANJENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...PENDAPATAN DAERAHKODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM4.x.xx Pendapatan4.x.xx Pendapatan Asli Daerah4.x.xx Pajak Daerah4.x.xx Retribusi Daerah4.x.xx Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah
4.x.xx Pendapatan Transfer4.x.xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah4.x.xx Pendapatan Hibah4.x.xx Dana Darurat4.x.xx Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan

BELANJA DAERAHUrusan Pemerintahan : xBidang Urusan : x.xx.xx
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Organisasi : x.xx.xxUnit Organisasi : x.xx.xxProgram : x.xx.xxIndikator Hasil : ………
Kegiatan…1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………Sub Kegiatan …1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan KeuanganSub Kegiatan …2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud5.x.xx Belanja Tidak Terduga
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5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan….2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………Sub Kegiatan…1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan…2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

………,tanggal………Bupati
Nama
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BAB IVPENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHA. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD1. Ketentuan UmumAPBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dandisetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demitercapainya tujuan bernegara.Ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentangAPBD adalah sebagai berikut:a. Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasandan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) harisebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperolehpersetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.b. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan,dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati danDPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD besertapenjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, danPPAS.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dapatmengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumenyang dilakukan secara elektronik.b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA, danPPAS.c. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronikmelalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.d. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Bupati dan/atau DPRDdapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatandalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUAdan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/subkegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati terlambatmenyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal,sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.2. Ketentuan Pelaksanaana. Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dandokumen pendukung kepada DPRD.b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentangAPBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS.c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalampersetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
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B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD1. Ketentuan UmumPersetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasanbersama antara Bupati dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melaluipenandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagaiberikut:a. Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBDpaling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Perkadatentang penjabaran APBD.c. DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBDdalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenaisanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambatmenyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksisebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:a. Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut harus dicapaipaling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Perbubtentang penjabaran APBD.c. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD olehBupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Perbub tentang APBD.d. Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas:1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturandaerah tentang APBD.e. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakilBupati untuk:1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturandaerah tentang APBD.f. Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabatyang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selakupejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan rancanganperaturan daerah tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatangananpersetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDdilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yangberwenang, selaku pelaksana tugas/pejabat-pejabat sementara Bupati.g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalamwaktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatanganipersetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.2. Ketentuan Pelaksanaana. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasilpembahasan rancangan Perda tentang APBD.b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Bupati menyiapkanrancangan Perbub tentang penjabaran APBD.c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda tentang APBD.
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3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan informasi yang bersifatdinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuanperaturan perundang undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.Ilustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan sebagai berikut:a. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBDb. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD
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Ilustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBDSUSUNAN NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
BAB I. Pendahuluan1.1. Umum;1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;BAB III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;3.2. Permasalahan Utama Belanja  Daerah;3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAHMemuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBDmenurut penyelenggaraan urusan Pemerintah DaerahBAB VI. PENUTUP ………….Tanggal,…………….Bupati

Nama
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a. Ilustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBDBERITA ACARANomor:………….PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRDKABUPATEN TANA TIDUNGTENTANGRANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBDTAHUN ANGGARAN ….Pada hari ……... tanggal ........ bulan ……... tahun........., kami yang bertandatangan di bawah ini:1. Nama : Bupati Tana Tidungdalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah BupatiKabupaten Tana Tidung yang beralamat di Tideng Pale, selanjutnya disebutsebagai PIHAK PERTAMA2. Nama : Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung3. Nama : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung4. Nama : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidungdalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUAMenyatakan bahwa:1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampirBerita Acara ini2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBDTahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara iniSelanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDTahun Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang padacatatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerjasetelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur…… untukmendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganiBerita Acara ini.Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2(dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Bupati Tana Tidung
………………………Selaku,Selaku, Selaku,PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

NamaNama WAKIL KETUA
Kabupaten Tana Tidung ………….Tanggal,……………..Pimpinan DPRD
……………………………Nama KETUA
........................................................................................
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C. EVALUASI RANCANGAN APBD1. Evaluasi Rancangan APBD Kabupatena. Ketentuan UmumEvaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancanganperaturan bupati tentang penjabaran APBD dilakukan oleh gubernur sebagai wakilpemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakandaerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengankepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten tidakbertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atauperaturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten bersangkutan. Untukefektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintahdaerah kabupaten yang terkait.Ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan Raperkada tentang evaluasiRaperda APBD dan Perkadatentang APBD adalah sebagai berikut:1) Rancangan Perda kabupaten tentang APBD yang telah disetujui bersama danrancangan Perbub tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernursebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggalpersetujuan rancangan Perda kabupaten tentang APBD untuk dievaluasisebelum ditetapkan oleh bupati.2) Rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perbub tentangpenjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakatiantara Bupati dan DPRD.3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda kabupaten tentangAPBD dan rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD ditembuskan keMenteri tanpa disertai lampiran.4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD,gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri danselanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakanevaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan.6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri berkoordinasi denganmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupatententang APBD dan rancangan Perbub tentang penjabaran APBD dengan:1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;2) kepentingan umum;3) RKPD, KUA, dan PPAS; dan4) RPJMD8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaianprogram dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMDdan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensiantara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten tentang APBD danrancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan kepentinganumum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengankepentingan umum meliputi:1) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;3) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;4) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat; dan/atau5) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
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10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasirancangan Perda kabupaten tentang APBD dan Perbub tentang penjabaranAPBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejakditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perdakabupaten tentang APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD.12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahpusat kepada bupati paling lambat 15 ( lima belas) hari terhitung sejakrancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perbub tentangpenjabaran APBD diterima.13) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasilevaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perbubtentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupatimenetapkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD menjadi Perda danrancangan Perbub tentang penjabaran APBD menjadi Perbub sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasilevaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perbubtentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati bersamaDPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasilevaluasi diterima.15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupatimenetapkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD menjadi Perda danrancangan Perbub tentang penjabaran APBD menjadi Perbub, gubernurmengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepadamenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganuntuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umumsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPDbersama dengan DPRD melalui badan anggaran.17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.20) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur untuk palinglambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktuyang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRDmenandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidakditerbitkan sampai dengan 7 ( tujuh ) hari sejak diterima hasil evaluasi dariMenteri/gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasilpenyempurnaan.23) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten tentang APBD danrancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD memuat informasi,alirandata, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secaraelektronik.25) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentangAPBD dan rancangan Perbub tentang penjabaran APBD diatur denganPeraturan Menteri.b. Ketentuan Pelaksanaan1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati mengirimkanrancangan Perda kabupaten tentang APBD yang telah disetujui bersama antaraBupati dan DPRD serta rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD, RKPD,KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
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2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi, berkonsultasidengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusanmengenai hasil rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancanganPerbub tentang Penjabaran APBD.4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasirancangan Perda kabupaten tentang APBD dan Perbub tentang penjabaranAPBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejakditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusanmengenai hasil evaluasi kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancanganPerbub tentang Penjabaran APBD diterima.6) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakanhasil evaluasi sesuai, maka bupati menetapkan rancangan Perdakabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbub tentangpenjabaran APBD menjadi Perbub sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.7) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusatmenyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati  bersama DPRD melakukanpenyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasiditerima dengan langkah-langkah sebagai berikut:a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaranmelakukan penyempurnaan hasil evaluasi.b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasilpenyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurnaberikutnya.c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasilpenyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat palinglambat 3 (hari) setelah ditetapkan.d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan,Bupati melakukan penetapan Perda tentang APBD.e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaantidak diterbitkan sampai dengan 7 ( tujuh) hari sejak diterima hasilevaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkanhasil penyempurnaan.f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dariGubernur.8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupatimenetapkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD menjadi Perda danrancangan Perbub tentang penjabaran APBD menjadi Perbub, Gubernurmengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepadamenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuanganuntuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umumsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERBUB PENJABARAN APBD1. Ketentuan UmumPenetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perbub tentangPenjabaran APBD menjadi Perbub tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhirdalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintahdaerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuanDPRD hingga evaluasi.Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perbub tentangPenjabaran APBD menjadi Perbub tentang Penjabaran APBD ditandai denganpenomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran daerah.
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Ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Perbub Penjabaran APBD adalahsebagai berikut:a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbub tentang penjabaran APBDyang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD danPerbub tentang penjabaran APBD.b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbub tentangpenjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahunsebelumnya.c. Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Perbub tentang penjabaranAPBD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh)hari setelah Perda dan Perbub ditetapkan.d. Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perdatentang APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD.2. Ketentuan Pelaksanaana. Bupati menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan rancangan PerdaAPBD menjadi Perda dan rancangan Perbub tentang penjabaran APBD menjadiPerbub yang berupa:1) Surat Keputusan Menteri bagi daerah provinsi atau Gubernur sebagai wakilpemerintah pusat dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan penyempurnaanterhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.b. Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD Kabupaten darigubernur.c. Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani:1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta2) penetapan rancangan Perbub APBD menjadi Perbubd. Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan perbub tentang penjabaranAPBD kepada gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahditetapkan.e. Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang telah dituangkandalam lembaran daerah kepada masyarakat.E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERBUB APBD DALAM HAL TIDAKTERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA1. Ketentuan UmumDalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadaprancangan Perda tentang APBD dalam  jangka waktu yang ditetapkan, maka Bupatimenyusun rancangan Perbub tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapansetelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.Ketentuan terkait penyusunan dan persetujuan Rancangan Perkada tentang APBDdalam hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD olehBupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Perbub tentang APBDdengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.b. Rancangan Perbub tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahunanggaran sebelumnya.c. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBDyang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.d. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka Angka APBDtahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkandalam perubahan APBD tahun sebelumnya.e. Rancangan Perbub tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifatmengikat dan belanja yang bersifat wajib.f. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secaraterus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah
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yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yangberkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.g. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsunganpemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajibanpembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dankewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.h. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebananpada APBD; dan/atau2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.i. Rancangan Perbub ditetapkan menjadi Perbub setelah memperoleh pengesahandari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.j. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perbub tentang APBD besertalampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejakDPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancanganPerda tentang APBD.k. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagaiwakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Perbub, Bupatimenetapkan rancangan Perbub menjadi Perbub.l. Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perdatentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi perdatentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Bupatimenetapkan Perbub mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang palingtinggi sebesar seperdua belas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaransebelumnya.m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesaktermasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dankeperluan kantor sehari-hari.n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perbub tentang APBD dapatmengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumenyang dilakukan secara elektronik.2. Ketentuan Pelaksanaana. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-masing SKPDuntuk mengumpulkan data tentang belanja  wajib dan belanja mengikat.b. TAPD menyusun rancangan Perbub tentang APBD.c. TAPD menyerahkan rancangan Perbub tentang APBD ke Bupati melalui Sekdauntuk diotorisasi.d. Bupati menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untukmendapatkan pengesahan.e. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan Rancangan Perbubmenjadi Perbub.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen Rancangan Perbub tentang APBD menyajikan informasi yangbersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalamketentuan peraturan perundang undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.Ilustrasi dokumen Rancangan Perbub tentang APBD memuat lampiran sebagaiberikut:a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut  akun,  kelompok, jenis, objek,rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah danorganisasc. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
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d. Rekapitulasi Perbub APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasiantara lain:1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahandaerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target danindikator;2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusanpemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangannegara;3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPASdengan rancangan APBD;6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritasdaerah;e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada APBDantara lain:1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:2) Daftar piutang daerah;3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah danaset lainnya;5) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years) ;6) Daftar dana cadangan daerah;7) Daftar pinjaman daerah;8) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;9) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuanganbersifat umum dan bersifat khusus;11) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;12) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek,rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;13) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan GasAlam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusanpemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan,belanja dan pembiayaan;14) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahandaerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja danpembiayaan;15) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota padadaerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancanganPerbub tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasannegara;
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a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objekdan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;KABUPATEN TANA TIDUNGRINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAANKode Uraian Jumlah ( Rp )4 Pendapatan4.1 Pendapatan Asli Daerah4.1.01 Pajak Daerah4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB )4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan4.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah.4.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.4.1.02 Retribusi Daerah4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan4.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah.4.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YangDipisahkan4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada PemerintahDaerah (Dividen) atas Penyertaan Modal padaBUMN4.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah.4.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah4.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.4.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
4.2 Pendapatan Transfer4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat4.2.01.01 Dana Perimbangan4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil ( DBH )4.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.4.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak4.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.4.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah4.3.01 Pendapatan Hibah4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat4.3.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.4.3.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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4.3.02.01 Dana Darurat4.3.02.01.01 Dana Darurat4.3.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.4.3.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS4.3.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.4.3.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi5.1.01 Belanja Pegawai5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN5.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa5.1.02.01 Belanja Barang5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis5.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.1.03 Belanja Bunga5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5.1.03.01.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusatatas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah5.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.04 Belanja Subsidi5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN5.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.05 Belanja Hibah5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat5.1.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.1.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepadaIndividu5.1.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.2 Belanja Modal5.2.01 Belanja Modal Tanah5.2.01.01 Belanja Modal Tanah5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil
5.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat5.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja5.2.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.2.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan5.2.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.2.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undanganmengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak5.2.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.5.2.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.
5.2.06 Belanja Modal …5.2.06.01 Belanja Modal …5.2.06.01.01 Belanja Modal …5.2.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.5.2.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga5.3.01 Belanja Tidak Terduga5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada PemerintahanKabupaten/Kota dan Desa5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada PemerintahanKabupaten/Kota dan Desa5.4.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturanperundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.5.4.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.
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5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi5.4.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar DaerahProvinsi5.4.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.5.4.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
Jumlah Belanja

Surplus / ( Defisit )
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah6.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan6.1.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan6.1.03.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan padaBadan Usaha Milik Negara ( BUMN )
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6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan padaBUMN
6.1.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat6.1.04.01.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat PenerusanPinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah6.1.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerahkepada Pemerintah Pusat6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerahkepada Pemerintah Pusat6.1.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.06 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek6.1.06.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.1.06.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
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Jumlah Penerimaan Pembiayaan6.2 Pengeluaran Pembiayaan6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan6.2.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.6.2.01.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.6.2.02 Penyertaan Modal Daerah6.2.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha MilikNegara ( BUMN )6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN6.2.02.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.6.2.02.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat6.2.03.01.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah6.2.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.6.2.03.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah6.2.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat6.2.04.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.6.2.04.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
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6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan6.2.05.01 Pinjaman BLUD6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek6.2.05.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah.6.2.05.xx Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Netto

6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan(SILPA)
………,tanggal………Bupati

Nama
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a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasiKABUPATEN TANA TIDUNGRINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 PENDIDIKAN1 01 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
1 01 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
1 02 KESEHATAN1 02 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit ...
1 02 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1 03 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
1 03 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja
Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN1 04 x-x.x-x.x-x.xx Dinas...
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5 02 KEUANGAN5 02 x-x.x-x.x-x.xx Badan...
5 02 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 03 KEPEGAWAIAN5 03 x-x.x-x.x-x.xx Badan...
5 03 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN5 04 x-x.x-x.x-x.xx Badan...
5 04 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN5 05 x-x.x-x.x-x.xx Badan...
5 05 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 06 PENGHUBUNG
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5 06 x-x.x-x.x-x.xx Badan ...
5 06 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
5 07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH5 07 x-x.x-x.x-x.xx Badan/Kantor ...
5 07 x-x.x-x.x- Dst …
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………,tanggal………Bupati
Nama
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b. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dansub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;KABUPATEN TANA TIDUNGRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENISPENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...
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Sub Kegiatan …2) : x.xx.xxIndikator  Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan….2) : x.xx.xx
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Indikator Keluaran : ………Sub Kegiatan…1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan…2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………KODE REKENING URAIAN JUMLAH5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

………,tanggal………Bupati
Nama
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BAB VPELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAANA. KERANGKA PENGATURANPengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yangdilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandaidengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, sertapertanggungjawaban pelaksanaan APBD.Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses- prosessebagai berikut:
1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris
3. Penyiapan DPA-SKPD
4. Anggaran Kas dan SPD
5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan DaerahKerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerahadalah sebagai berikut:1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalamAPBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola olehBUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melaluiRekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahanPenerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang ataubadan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajibmenyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan ataupengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadapkebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaananggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengankewenangan pejabat yang bersangkutan.4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yangdiatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidakdapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaranatas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebuttidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas BebanAPBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakandengan SPD.7. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas BebanAPBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.8. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 167

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;c. Pejabat  yang diberi wewenang  mengesahkan surat pertanggungjawaban;d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaranpembantu;g. Bendahara Khusus; danh. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBDdilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahanBUD atas laporan penerimaan dari PA.2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahanBUD atas laporan pengeluaran dari PA.3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpenerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan melaluipenelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.4. Efektif dimulai tahun 2021, proses pelaksanaan dan penatausahaankeuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta penggunaandan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dalam halpenetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya perubahanorganisasi, mutasi, atau berhalangan maka Bupati menetapkan pejabatuntuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaandapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH1. Ketentuan UmumPPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiapuang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannyasesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaanuang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah(RKUD) pada bank umum yang sehat.Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkaitlainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara PenerimaanPembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, danBendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi:a. Pembukaan RKUDb. Pembukaan Rekening Operasionalc. Pembukaan Rekening SKPDd. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendeke. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerahf. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
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2. Ketentuan PelaksanaanKetentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah adalahsebagai berikut:a. Pembukaan RKUDBupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank umum yangsehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang sehat adalah bankumum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakanuntuk menyimpan Kas Umum Daerah, Bupati juga harusmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:1) Reputasi BankBank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya,bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.2) Pelayanan BankBank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik danmemadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan danketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk PemerintahDaerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-pelayanankhusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.3) ManfaatMemberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatandaerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayananmasyarakat.Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUDditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKDselaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKSpaling sedikit memuat:a) jenis pelayanan yang diterima;b) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;c) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;d) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;e) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;f) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;g) kewajiban menyampaikan laporan; danh) tata cara penyelesaian perselisihan.Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas UmumDaerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasagiro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan padabank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yangdiperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain- lain Pendapatan AsliDaerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yangdiberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bankyang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.b. Pembukaan Rekening OperasionalBendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan danrekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaanoperasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang samadengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati.1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaansesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanismepenerimaan pendapatan daerah.
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2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekeningBank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membukarekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapatpersetujuan Bupati.Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekeningpengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atausebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah. Perintahpemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkandalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabatpenanggungjawab pada Bank yang terkait.Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasionalpenerimaan adalah sebagai berikut:1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerimasetoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendaharapenerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yangdilakukan oleh bendahara penerimaan.2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekeningbersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor keRekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari padaakhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antaraBendahara Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional adalahsebagai berikut:1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekeningyang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerahsesuai rencana pengeluaran.2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untukpelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihakketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP,penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaranserta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan bendaharapengeluaran pembantu.c. Pembukaan Rekening SKPDKetentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai berikut:1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan danpengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bankatas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara PenerimaanPembantu dan BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada bankyang sama dengan RKUD sesuai dengan  kebutuhan untukmempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah danbelanja daerah.a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPDsesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanismepenerimaan pendapatan daerah.b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untukmempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah. Dalamhal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekeningBank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapatmembuka rekening Bendahara Penerimaan/BendaharaPenerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelahmendapat persetujuan Bupati.2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampungpenerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan.
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Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPDtersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas UmumDaerah oleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan SKPDdibuka atas nama bendahara penerimaan SKPD.3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uangyang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uangpersediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola olehbendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibukaatas nama bendahara pengeluaran SKPD atau bendaharapengeluaran pembantu SKPD.d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka PendekDalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapatdioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Investasijangka pendek merupakan investasi yang dapat segeradiperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kasdengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah depositoberjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yangdapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara(SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ).Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisadilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang Negaradan Sertifikat Bank Indonesia.1) DepositoDeposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan olehbank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki persyaratantertentu salah satunya memiliki jangka waktu tertentu dimana uangdi dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasadari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi daritabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kasdaerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagaipenempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau BankPembangunan Daerah.Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, DepositoPemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya keRekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.2) Surat Utang NegaraSurat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa suratpengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknyaoleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan olehpemerintah pusat antara lain untuk membiayai defisit APBN sertamenutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahunanggaran.Surat Utang Negara terdiri atas:a) Surat Perbendaharaan Negarab) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.3) Obligasi NegaraObligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulandengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secaradiskonto.Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka pendekadalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan
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Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata carainvestasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundangundangan tentang SUN.4) Sertifikat Bank IndonesiaSertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yangdikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utangberjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulandengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang berlakupada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasarberdasarkan sistem lelang.Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukanmelalui langkah-langkah sebagai berikut:a) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendeksepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugasdaerah, dan kualitas pelayanan publik.b) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasijangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yangdigunakan adalah dana yang benar-benar belum akandigunakan dalam waktu dekat (idle cash).c) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasijangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlahdana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi besertaalasan dan hasil analisa pemilihan investasi.d) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atasrencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan jenisinvestasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan SuratKeputusan Bupati.e) Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan SuratPerintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkanpemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasiyang dipilih.f) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas UmumDaerah paling lambat per 31 Desember.e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum DaerahPPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaandaerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan olehBendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, sertapenggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.Bagian 1: Penerimaan RKUD1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yangsah,BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaanpada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah padaBuku Kas Umum.Bagian 2: Pengeluaran RKUD1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiappengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2Ddidasarkan pada dokumen surat perintah membayar yangditerbitkan oleh PA/KPA.2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada BukuKas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggaldan kolom nomor bukti.
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f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi,aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yangdilakukan secara elektronik.2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerahyang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerahmenyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui SekretarisDaerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaandan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikandasar dalam membuat laporan BUD.3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); danb) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerjapertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat diserahkansesuai kebutuhan.4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerahmembuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2Dsecara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaankeuangan daerah yang terintegrasi.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain sebagaiberikut:a. Buku Kas Umum BUD
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b. Laporan Posisi Kas Harian
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c. Rekonsiliasi Bank

C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS1. Ketentuan UmumPengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yangditerima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yangtelah ditentukan.Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalahsebagai berikut:a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:
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1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendaharapengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuaidengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksipemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPhPasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upahantara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa danPegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21 , Taspen,iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja danjaminan kematian;3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihakketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaanyang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminanlainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaicontoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan,uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, danjaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaanatau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapatdilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberipekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah.4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksibelanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasarpencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan daridokumen kelengkapan transaksi.c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akunperhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukansebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK).Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkandalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalamneraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas bagian aktivitastransitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak bolehdigunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentuharus dibayarkan ke pihak ketiga.e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuansebagai berikut:1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuaikontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uangjaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang Sah.2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketigayang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakanuntuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketigatersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yangditetapkan.f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluarankas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atauBendahara Pengeluaran Pembantu.g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data,serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secaraelektronik.2. Ketentuan Pelaksanaana. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP
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1) Bendahara Pengeluaran / Bendahara PengeluaranPembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melaluiUP/GU/TU/LS.2) Bendahara Pengeluaran / Bendahara PengeluaranPembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajaksesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruhpenerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara KhususLainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksiPenyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LSdilakukan langsung oleh bank.2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketigaatau rekening penerima lainnya, bank juga melakukanpemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yangtelah ditentukan.3) Jaminan
Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminana) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyediabarang/jasa ke rekening RKUD.b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasasetelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemerintahdaerah.c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat  Perintah BUDyang berisi:(1) Perintah Pencairan Uang;(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwapenyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya
Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikana) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuaikontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga denganmenggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalamprogram, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan AsliDaerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnyatercatat sebagai hutang pihak ketiga.D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)1. Ketentuan UmumDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencanapendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampaisub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasarpelaksanaan anggaran.
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Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan danpenyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.2. Ketentuan PelaksanaanPenyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:
Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPDa. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKDmenyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untukmenyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Suratpemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga)hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan.b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-halyang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusunRancangan DPA-SKPD meliputi:1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagaidasar pelaksanaan anggaran oleh PA;2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPDdalam tahun anggaran yang direncanakan;3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan,dan anggaran belanja yang disediakan;4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD palinglambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan,untuk diverifikasi oleh TAPD;7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.
Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPDKepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan suratpemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telahdisusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah suratpemberitahuan diterima.Rancangan DPA-SKPD mencakup:a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPDFormulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan  DPA-SKPD yangdatanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun,kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasijumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisidalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan danpengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPDFormulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalamtahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis,objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan.c. Rancangan DPA-Belanja SKPDFormulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalamtahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanjamenurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dansub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPDFormulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian  Belanja SKPDdalam tahun anggaran yang direncanakan, yang  memuat jumlah Belanjamenurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek darisetiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 178

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPDFormulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaandan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yangdirencanakan, yang memuat jumlah penerimaanPembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis,objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan danpengeluaran Pembiayaan.
Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPDa. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikanrancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6(enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasirancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antaralain:1) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan berpedomanpada peraturan perundang-undangan;2) analisis standar belanja;3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ( RKBMD);4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomikhusus.c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPDmelakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasilpenyempurnaan kepada TAPD.
Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPDPPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan  DPA-SKPD yangtelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:3.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD
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KABUPATEN TANA TIDUNG
PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ………..
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah  atas seluruh dokumenpelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:a. Nama : ………………b. NIP : ………………c. Jabatan : ………………menyetujui untuk melakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuankerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .....................................sebagai dasarpelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran …....

Kode Nama FormulirDPA-SKPD Ringkasan DPA SKPDDPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPDDPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPDDPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPDDemikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
……….., Tanggal…...Disetujui oleh, Disahkan oleh,Sekretaris Daerah PPKD

Nama NamaNIP: ………. NIP: ……….
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3.2 Format DPA-SKPD

KABUPATEN TANA TIDUNGDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(DPA-SKPD)TAHUN ANGGARAN………..URUSAN PEMERINTAHAN : x ……………….BIDANG URUSAN : x.xx ……………….ORGANISASI : x.xx.xx ……………….Pengguna Anggaran :a. Nama : ………………b. NIP : ………………c. Jabatan : ………………Kode Nama FormulirDPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPDDPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPDDPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
Disahkan oleh,PPKD ……….., Tanggal…...Pengguna Anggaran

Nama NamaNIP: ………. NIP: ……….
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3.3 Ringkasan DPA-SKPD Halaman …………

*) Sesuai dengan periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA/SKPDKabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran……
Organisasi : x.xx.xx ……………….
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Pembiayaan Satuan KerjaPerangkat Daerah danKodeRekening Uraian Jumlah( Rp )

1 2 3Pendapatan
Belanja

Surplus/(Defisit)Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan NetoRencana Realisasi Penerimaanper Bulan *) Rencana Penarikan Dana perBulan *) ………,tanggal………

Pengguna Anggaran

Nama
NIP: ……….

Mengesahkan,
PPKD

Nama
NIP: ……….

Januari Rp………… Januari Rp…………..Februari Rp………… Februari Rp…………..Maret Rp………… Maret Rp…………..April Rp………… April Rp…………..Mei Rp………… Mei Rp…………..Juni Rp………… Juni Rp…………..Juli Rp………… Juli Rp…………..Agustus Rp………… Agustus Rp…………..September Rp………… September Rp…………..Oktober Rp………… Oktober Rp…………..November Rp………… November Rp…………..Desember Rp………… Desember Rp…………..Jumlah Rp………… Jumlah Rp…………..
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan12dst



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 182

3.4 Format DPA-Pendapatan SKPD
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3.5 Format DPA-Belanja SKPD
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*)Sesuai

dengan periodisasi SPD
*) Sesuai dengan periodisasi SPD

dst ...dst ...JumlahRencana Penarikan Dana per Bulan*) Disetujui oleh,

Pengguna
Anggar

Nama

NIP:   ……….

………,tanggal………
Disiapkan oleh,

an PPKD

Nama

NIP: ……….

Januari Rp……………………………Februari Rp……………………………Maret Rp……………………………April Rp……………………………Mei Rp……………………………Juni Rp……………………………Juli Rp……………………………Agustus Rp……………………………September Rp……………………………Oktober Rp……………………………November Rp……………………………Desember Rp……………………………Jumlah Rp……………………………
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3.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD
Halaman………….DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIANBELANJA SKPDKabupaten Tana TidungTahun Anggaran……

Nomor DPA : ………………….Urusan Pemerintahan : x ………………….Bidang Urusan : x.xx ………………….Program : x.xx ………………….Kegiatan : x.xx ………………….
Organisasi : x.xx ………………….Unit : x.xx ………………….Alokasi Tahun -1 : Rp. ( terbilang )
Alokasi Tahun :   Rp. ( terbilang )
Alokasi Tahun +1 :   Rp. ( terbilang )

Indikator   dan Tolak Ukur Kinerja KegiatanIndikator Tolak Ukur Kerja Target KinerjaMasukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegia t an:
Sub Kegiatan : x.xx.xxSumber Pendanaan : ………..Lokasi : (Provinsi sampai Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai   Desa/Kelurahan)Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)Waktu Pelaksanaan : Mulai…… Sampai……..Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien/Volume Satuan Harga PPN ( Rp )

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
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Sub Kegiatan : x.xx.xxSumber Pendanaan : ………..
Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan   disamakan   dengan/sub kegiatan)Waktu Pelaksanaan : Mulai…… Sampai…… ..Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien/Volume Satuan Harga PPN ( Rp )

Jumlah Anggaran Sub KegiatanRencana Penarikan Dana per Bulan*) ………,tanggal………Pengguna Anggaran
NamaNIP: ……….

Mengesahkan,PPKD
NamaNIP: ……….

Januari Rp……………………Februari Rp……………………Maret Rp……………………April Rp……………………Mei Rp……………………Juni Rp……………………Juli Rp……………………Agustus Rp……………………September Rp……………………Oktober Rp……………………November Rp……………………Desember Rp……………………Jumlah Rp……………………
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan1
2

dst*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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3.7 DPA-Pembiayaan SKPD Halaman…………DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH Formulir DPA-PEMBIAYAANSKPDKabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran……Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran PembiayaanSatuan Kerja Perangkat DaerahOrganisasi : x.xx.xxx ………………………..Kode Rekening Uraian Jumlah ( Rp )

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran PembiayaanJumlahRencana Realisasi Pendapatan perBul an*) ………,tanggal………Pengguna   AnggaranNamaNIP: ……….Mengesahkan,PPKDNamaNIP:   ……….

Januari Rp…………………..…Februari Rp…………………..…Maret Rp…………………..…April Rp…………………..…Mei Rp…………………..…Juni Rp…………………..…Juli Rp…………………..…Agustus Rp…………………..…September Rp…………………..…Oktober Rp…………………..…November Rp…………………..…Desember Rp…………………..…Jumlah Rp…………………..…Tim Anggaran   Pemerintah Daerah:No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan12dst*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH1. Ketentuan UmumAnggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan danperkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup gunamendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas  Pemerintah  Daerah untuk mengaturketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikandana yang tercantum dalam DPA SKPD.b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah danrencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber darikompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah,dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan danrencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktuestimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan danpenerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yangmemuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satutahun dan rencana penerimaan setiap bulan.c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah,dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannyaberdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kasSKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rincianpengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaranpengeluaran yang telah ditetapkan.d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja danpengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yangmemuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahundan rencana pengeluaran  setiap bulan.e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunanSPD.f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan danpenyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.2. Ketentuan Pelaksanaana. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwalpelaksanaan kegiatannya.b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua) harisejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakaninstrumen verifikasi antara lain:1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalamDPA-SKPD.e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusunrancangan anggaran kas pemerintah daerah.f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepadaPPKD selaku BUD.
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g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yangdisampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 ( satu)  hari sejak dokumen rancangananggaran kas pemerintah daerah diterima.
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3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut:3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah
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3.2 Format Anggaran Kas SKPD

F. SURAT PENYEDIAAN DANA ( SPD )1. Ketentuan UmumSurat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya danasebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; danc. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untukditandatangani.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPDsetiap periodik.b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD
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atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkanpada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagaiberikut:1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalamanggaran kas; atau2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasukkeperluan mendesak.3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaandan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.2. Ketentuan Pelaksanaana. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintahdaerah.b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untukdisahkan.c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen SPD sebagai berikut:3.1 Format SPD
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3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana

G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN1. Ketentuan UmumPendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Untuk melakukanpengakuan atas pendapatan daerah dimaksud diperlukan pelaksanaan danpenatausahaan pendapatan daerah.Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi penatausahaanpenetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD,pengendalian melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawabanbendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran data, danpenggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. Penatausahaan pendapatanpada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalahsebagai berikut:



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 195

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya melaluiRekening Kas Umum Daerah ( RKUD ).b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pengesahan danpencatatan Penerimaan Daerah tersebut.c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening KasUmum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi geografisDaerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasanpelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaandapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran (STS).Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumenlain yang dipersamakan.f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yangdalam penguasaannya:1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkaudengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, sertakondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yangdiatur dalam Peraturan Bupati, dan/atau 2) atas nama pribadi.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifatdan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, dapat dibedakan:1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan/atau2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan).b. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah,penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai berikut:1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh Bupati,didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatanyang diatur dalam peraturan perundang-undangan.2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak(tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/buktipenerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturanperundang-undangan.3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/bukti meliputi:a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);c) Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD);d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPPD);e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB);f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ( SKPDKBT);g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ( SKPDLB);h) Surat Tanda Bukti Pembayaran ( STBP);i) Surat Tanda Setoran ( STS);j) Nota Kredit dari Bank;k) Surat Perjanjian;
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l) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan-undangan;m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/ataun) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukanpenyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara tunai dan nontunai, dengan cara:a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan denganpenerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain yang sah. Daftar STSyang dibuat oleh Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam RegisterSTS.b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan denganbukti notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah KuasaBUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan wewenangBendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:
Jenis Pendapatan Bendahara PenerimaanPajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yangmemiliki tugas dan wewenangpengelolaan pajakRetribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yangmemiliki tugas dan wewenangpengelolaan retribusiHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan Bendahara Penerimaan SKPD yangmelaksanakan fungsi BUD, kecuali:Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetapdikelola oleh Bendahara.Transfer Pemerintah Pusat 2. Penerimaan di SKPD terkait PendapatanBLUD dikelola oleh BLUD terkait.Transfer Pemerintah Daerah 3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Danakapitasi dan pendapatan lainnya yangdikelola oleh Bendahara Khusus.HibahDana DaruratLain-lain Pendapatan Sesuai denganKetentuan Perundang undangan

2. Ketentuan Pelaksanaana. Tahap Penetapan dan Penagihan
Bagian 1 – Penetapan Pendapatan1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau pejabat yang diberikewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan daerah.2) Penetapan pendapatan dapat berupa:a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
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c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPPD);d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB);e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan-undangan.3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapanpajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, danjumlah  pajak  yang masih harus dibayar.4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusisebagai dasar pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/bendaharapenerimaan pembantu sebagai dasar penagihan.5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas pemungut yangditunjuk oleh PA/KPA.6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasidan verifikasi atas penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.
Bagian 2 – PenagihanPenagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual, surat elektronik,notifikasi sistem secara digital dan/atau media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang sebagai berikut:1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatandan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal yang tercantumdalam dokumen penetapan pendapatan.3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang melakukanpembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan pendapatan dansurat tagih kepada pihak ketiga;b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada pihakketiga dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihakketiga;c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen kepadaBendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD.5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan pendapatan kepadapihak ketiga;b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan BendaharaPenerimaan atas pengiriman surat elektronik penagihan pendapatan.6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis sesuai denganjadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media lain secara elektronik kepadapihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.b. Tahap Penerimaan Pendapatan1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/ BendaharaPenerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut:a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat tagih, pihakketiga menyetorkan kewajibannya kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukanvalidasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterimadengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
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c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara Penerimaan/BendaharaPenerimaan Pembantu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan danmenyerahkan kepada pihak ketiga.2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara Penerimaan/ BendaharaPenerimaan Pembantu secara non tunai, dilakukan sebagai berikut:a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima notakredit/notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan.b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukanvalidasi bukti penerimaan sebagai berikut:(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah uangyang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumenpenetapan.3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/BendaharaPenerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah setelah BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan tandabukti penerimaan kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran.5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan dengan cara:a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima notakredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD;danb) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukanvalidasi sebagai berikut.6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatanyang diterima langsung RKUD.7) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak diinformasikan secaraotomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti transaksi ataspenerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD;8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara  jumlah uang yangditerima dengan jumlah yang telah ditetapkan.9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai dianggap sah setelahBendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan melalui transferdari rekening pihak ketiga dan/atau melalui kanal pembayaran secara onlineyang disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembagakeuangan bank dan non bank.b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic Transaction Process(ETP) antara lain: agen banking, mobile/phone banking, car banking,Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping,
Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System ( CMS) dantransaksi berbasis elektronik lainnya.c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasisecara periodik dengan Bank.c. Tahap Penyetoran Pendapatan1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/ BendaharaPenerimaan Pembantu wajibmenyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektiflainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan/
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Bendahara Penerimaan Pembantu wajib memindahbukukan penerimaanpendapatan dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu)hari.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain sebagai berikut:3.1 STS
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3.2 Register STS

H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN1. Ketentuan UmumDalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/BendaharaPenerimaan Pembantu harus melakukanpengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadikewenangannya.Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadapseluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah menggunakanbuku-buku sebagai berikut:1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran2) Register STS3) Buku Kas Umum4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bankb. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakandokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:1) Tanda Bukti Penerimaan
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2) Surat Tanda Setoran3) Nota Kredit Bank4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atasc. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening bendaharapenerimaan3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum Daerahd. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara PenerimaanPembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajiandokumen yang dilakukan secara elektronik.2. Ketentuan Pelaksanaana. Pembukuan atas Penerimaan Tunai1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatatpenerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaanpada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekeningpendapatan.2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatatpenyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) disisi pengeluaran.3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baiksecara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan olehPA/KPA setiap bulan.b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non Tunai1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatatpenerimaan di rekening BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkanbukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudahdivalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan koderekening pendapatan.2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatatpenyetoran pendapatan secara non tunai( pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baiksecara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan olehPA/KPA setiap bulan.c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatatpenerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasiperbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisipenerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baiksecara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan olehPA/KPA setiap bulan.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain sebagai berikut:
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3.1 Buku Kas Umum
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3.2 Buku Pembantu Kas Tunai

3.3 Buku Pembantu Bank
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I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN1. Ketentuan UmumSebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Penerimaan/ BendaharaPenerimaan Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. BendaharaPenerimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif kepada PA dan secarafungsional kepada BUD.Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara memuatinformasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secaraelektronik.Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/ Bendahara PenerimaanPembantu diatur sebagai berikut:a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabanpenerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya.b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabanpenerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulanberikutnya.b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uangyang menjadi tanggung jawabnya secaraadministratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat padatanggal 10 bulan berikutnya.c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakanpenggabungan dengan LPJ Bendahara PenerimaanPembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dansaldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:1) BKU2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran3) Register STS4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantud. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan PertanggungjawabanFungsional yang merupakan hasil konsolidasi dengan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUDsetelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD sebagai bagian daripengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah. Verifikasitersebut meliputi:1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yangterdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yangterdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaanpendapatan dan penyetorannya.f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan LaporanPertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.2. Ketentuan Pelaksanaana. Tahap Penyusunan Laporan PertanggungjawabanBagian 1 – Bendahara Penerimaan Pembantu
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1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupanBKU.2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan danPenyetoran.3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan bukti-buktipenerimaan yang sah dan lengkap.4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan Penerimaandan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yangsah dan lengkap kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal5 bulan berikutnyaBagian 2 – Bendahara Penerimaan1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan BKU.2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran.3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaandan penyetoran yang lengkap dan sah.4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat olehBendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaranpertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara PenerimaanPembantu.6) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban BendaharaPenerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatanLaporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakangabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan PertanggungjawabanBendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiridengan:a) BKUb) Laporan Penerimaan dan Penyetoranc) Register STSd) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sahe) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu2) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan denganlangkah-langkah sebagai berikut:a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yangterdokumentasikan dalam buku atau laporan terkaitb) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yangterdokumentasikan dalam buku atau laporan terkaitc) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap prosespenerimaan pendapatan dan penyetorannya3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan,maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan.4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap dalamproses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan tanggung jawab verifikasidan menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ BendaharaPenerimaan yang telah diverifikasi.c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan (approval),menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepadaPPKD selaku BUD
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2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan antara lainsebagai berikut:3.1 LPJ Bendahara Penerimaan
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3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 208

J. REKONSILIASI PENERIMAAN1. Ketentuan UmumSebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD melakukanverifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban BendaharaPenerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawabanpenerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporanpertanggungjawaban fungsional meliputi:1) Kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan2) Evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan3) Analisis capaian realisasi penerimaanb. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, PPKD selakuBUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang dituangkan dalamberita acara hasil rekonsiliasi.c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD memuat informasi,aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secaraelektronik.2. Ketentuan PelaksanaanSetelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD memverifikasi,mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu:a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasiRKUDb. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan,maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD.c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasipenerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi pendapatan yangditerima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantud. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan menampilkandata setiap bulan.e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasipenerimaan.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai berikut:Rekonsiliasi Penerimaan
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K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN1. Ketentuan UmumDalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi daerah,Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasarpengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai berikut:a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang danterjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan denganmembebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yangterjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekeningpenerimaan yang bersangkutan.c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yangterjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekeningbelanja tidak terduga.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadipada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan2) objek penerimaan daerah yang sama.b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:
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1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;2) rekomendasi APIP;3) rekomendasi BPK-RI;4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan  sudah  tidak ada upayahukum lainnya; dan/atau5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, PAsesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yangdimaksudkan untuk:1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudahdisampaikan.e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi yangdilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan padaSurat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ( SKPDLB), Surat Ketetapan RetribusiDaerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untukpendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnyayang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerahmenerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaanpajak daerah/retribusi daerah kepada BUD.h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajakdaerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran(SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuatinformasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukansecara elektronik.2. Ketentuan Pelaksanaana. Tahap Penerbitan SKLB1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaanpendapatan daerah.2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi ataupermohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB. 4) PPKDmengesahkan dan menerbitkan SKLB.b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah
Bagian 1 - Penyesuaian PendapatanBerdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan PenerimaanDaerah:1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupuntahun sebelumnya2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama BendaharaPenerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada rekening penerimaan yangbersangkutan.
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Bagian 2 - Belanja Tidak TerdugaBerdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akanmemproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah danmembebankannya pada rekening belanja tidak terduga.c. Tahap Penyesuaian Pencatatan1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yangsifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, Bendahara PenerimaanSKPD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian ataskelebihan penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatanpenerimaan daerah.2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yangsifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, Bendahara PengeluaranSKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian ataskelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA1. Ketentuan UmumBelanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputisemua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas danalancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanjadaerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajiandokumen yang dilakukan secara elektronik.Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih.b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelumrancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalamlembaran daerah.c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan daruratdan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakanpembayaran setelah:1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPAbeserta bukti transaksinya;2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumenpembayaran; dan3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutane. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolakmelakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawabsecara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungutPajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaanpotongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UPyang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan subkegiatan pada Unit SKPD.



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 212

b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsungkepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulukepada PPTK.c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melaluipemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuanPA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan olehPPTK.d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melaluipemindahbukuan dari rekening BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja,PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekeningBendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebihkecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer kerekening PPTK.f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjaryang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.2. Ketentuan Pelaksanaana. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar1) Pengajuan Uang Panjara) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencanapelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.b) PPTK menyiapkan NPD.c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikannyakepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjarsebesar yang tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan darirekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kerekening PPTK.2) Pelaksanaan Belanjaa) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja sebagaipelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan buktibelanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau pelaksanaan subkegiatan telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi belanja yangmenggunakan uang panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untukselanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasidan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekuranganpembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara Pengeluaranmelakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunaimelalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekeningPPTK.d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kelebihanuang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan uang panjar secaranon tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekeningBendahara Pengeluaran.
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b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya danuntuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa.2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanjayang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD.4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepadaBendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai denganbukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu untuk diverifikasi.7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti  yang sah, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaranlangsung secara tunai/non tunai8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekeningBendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihakpenyedia barang/jasa.c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukanverifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran.b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telahdisediakan.c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan ataspencatatan/pendaftaran BMD.d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam buktitransaksi.2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, BendaharaPengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan ataupenyempurnaan.3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain sebagai berikut:Nota Pencairan Dana
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M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN1. Ketentuan UmumPenetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan kebijakanPemerintah Daerah yang ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitunganbesaran UP yang dilakukan oleh BUD.Ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah sebagaiberikut:a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakanmekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului denganmelakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS.b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhananggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.c. UP terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah).d. Pelaksanaan UP KKPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.2. Ketentuan Pelaksanaana. Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:1) Paling banyak Rp.200.000.000,00 untuk Pagu DPA SKPD sampai denganRp.20.000.000.000,00

N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN1. Ketentuan UmumPelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP) adalahalokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara PengeluaranPembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan

2) Paling banyak Rp.1.200.000.000,00 untuk Pagu DPA SKPD diatasRp.20.000.000.000,00b. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Khusus diperbolehkan mengelola kas tunai dibrankas paling banyak Rp.10.000.000,00 sampai dengan penerapan non tunai secarapenuh.c. Bendahara Pengeluaran Pembantu diperbolehkan mengelola kas tunai di brankaspaling banyak Rp.5.000.000,00 sampai dengan penerapan non tunai secara penuh.
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kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan olehBendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP inimuncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara PengeluaranPembantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakanSPP-LS dan SPP-TU.Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harusmendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran ( PA ).b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagianUP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaansub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melaluipemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening BendaharaPengeluaran Pembantu.c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PAtentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu denganmempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnyakegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktupelaksanaan kegiatane. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan BendaharaPengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-buku terkait.f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yangdilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika subkegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabilaterdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melaluipemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekeningBendahara Pengeluaran.2. Ketentuan PelaksanaanKetentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan usulan dariBendahara Pengeluaran.b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pelimpahan UPkepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara PengeluaranPembantu.d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukanpencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku terkait.Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan pelimpahan UPberikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakaidisertai bukti-bukti transaksi.O. PERMINTAAN PEMBAYARAN1. Ketentuan UmumPermintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerahkepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Prosespermintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan danpenyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.Permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkanSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
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b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi,disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPDberdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran KegiatanSKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPDberdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP, SPP GU, SPPTU, dan SPP LS. Sedangkan SPP  yang  dapat  diajukan oleh Bendahara PengeluaranPembantu terdiri atas SPP TU dan SPP LS.e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh BendaharaPengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP UP diajukan denganmelampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP.f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh BendaharaPengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP GU dilampiri dengandokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan dengan KeputusanBupati.h. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPPTU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapatmenggunakan SPP LS dan/atau  SPP UP/GU.i. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari:1) PPKD untuk pengajuan sampai dengan jumlah Rp.300.000.000,00;2) Sekretaris Daerah untuk pengajuan diatas Rp.300.000.000,00 sampai denganRp.1.000.000.000,00;3) Bupati untuk pengajuan diatas Rp.1.000.000.000,00.Dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkandengan Peraturan Bupati. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu)bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiridengan daftar rincian rencana penggunaan dana.j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkansebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaranuntuk pembayaran:1) gaji dan tunjangan;2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.l. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dapatjuga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkansebagian kewenangannya kepada KPA.m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa olehBendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan palinglambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan UP yangdikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupatitentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahunanggaran, berdasarkan pertimbangan:
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1) ketersediaan kas di RKUD;2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS;3) besaran anggaran SKPD.c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang besaran UP dan disertaidengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang persediaan akan digunakansesuai dengan peruntukannya.d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi olehbendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiriatas:1) Ringkasan SPP-GU;2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincianobjek; dan3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait lainnya yangtelah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaranpembantu. Pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalamSPP TU yang terdiri atas:1) Ringkasan SPP-TU;2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian objek.f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekeningpihak ketiga. Meskipun demikian,  pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikansebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dariRKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/ bendaharapengeluaran pembantu).g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:1) hibah berupa uang;2) bantuan sosial berupa uang;3) bantuan keuangan;4) subsidi;5) bagi hasil;6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadipada tahun anggaran sebelumnya;7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIPdan/atau rekomendasi BPK.h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan jenispengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. PengajuanPermintaan Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:1) Ringkasan SPP-LS;2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincianobjek.i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk pembayaranatau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.2. Ketentuan Pelaksanaana. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan besaran UP yangditetapkan berdasarkan SK Bupati;2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP tersebutkepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh BendaharaPengeluaran dalam rangka mengganti UP.2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK-SKPDdilampiri Surat Pengesahan Laporan
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Pertanggungjawaban UP.3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan olehBendahara Pengeluaran.4) SPP-GU untuk UP Tunai diajukan apabila :a) telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk besaranUP sampai dengan Rp.500.000.000,00; danb) telah dipergunakan paling sedikit 30% untuk besaran UP diatasRp.500.000.000,00.5) SPP-GU untuk UP KKPD diajukan setelah tagihan (E-Billing)/Tagihansementara diterima dari Bank penerbit KKPD.6) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang disampaikanoleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dansah, termasuk dokumen perpajakan terkait.b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPPGU.c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU,berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikanbahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuanpermintaan belanja TU, yaitu:(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syaratpengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam DaftarRincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan DaftarRincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkanpersetujuan.c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian RencanaBelanja TU kepada PPKD.d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU denganmemperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU yangditetapkan dengan PeraturanBupati.2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TUa) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menerimaDaftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar pengajuan permintaanpembayaran TU.b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menelitirencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran;(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkaittelah disediakan;(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen yangmendasarinya;c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkanpermintaan TU yang didokumentasikan dalamSPP-TU;d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukanpersetujuan permintaan pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melaluiPPK-SKPD.d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
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1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangana) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai dokumenpengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabatsesuai kewenangan;(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telahdilegalisasi oleh pejabat yang berwenang TU(a) gaji induk;(b) gaji susulan;(c) kekurangan gaji;(d) gaji terusan;(e) SK CPNS;(f) SK PNS;(g) SK kenaikan pangkat;(h) SK jabatan;(i) kenaikan gaji berkala;(j) surat pernyataan pelantikan;(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;(l) daftar keluarga ( KP4);(m)fotokopi surat nikah;(n) fotokopi akte kelahiran;(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran ( SKPP ) gaji;(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;(q) surat pindah; dan(r) surat kematian;Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya.d) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumenpendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana belanja gajidan tunjangan dengan langkah  antara lain:(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji dantunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanjagaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan;(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.e) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran menyiapkanpengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yangdidokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebutdisampaikan kepada PA melalui PPk-SKPD2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasaa) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkanLS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara dandokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain:(1) dokumen kontrak, berupa:a) bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaanbarang/jasa lainnya dengan nilai paling banyakRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);b) kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnyadengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah);c) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaanbarang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atasRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai
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paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasakonsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksidengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah);d) surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaankonstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atasRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaanjasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atasRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dane) surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melaluiE-purchasing.(2) berita acara pemeriksaan;(3) berita acara kemajuan pekerjaan;(4) berita acara penyelesaian pekerjaan;(5) berita acara serah terima barang dan jasa;(6) berita acara pembayaran;(7) surat jaminan bank;(8) surat referensi/keterangan bank;(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;(10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untukmenyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhirmasa kontrak;(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yangdananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusanpinjaman/hibah luar negeri. Kelengkapan dokumen pengadaan diatas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifatpengadaan barang dan jasa yang dilakukan.b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasirencana belanja pengadaan barang dan jasa dengan langkah antara lain:(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untukbelanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telahdisediakan;(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanjapengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisaanggaran;(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihakketiga, Berita Acara Serah Terima ( BAST), dan dokumen pengadaanbarang dan jasac) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LSPengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LSPengadaan Barang dan Jasa.d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukanpersetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasatersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS untuk Honorarium dan PerjalananDinasa) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LSHonorarium dan Perjalanan Dinas dengan mengacu kepada dokumenpendukung  antara lain:a. Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang tentang PenetapanPenerima dan Besaran honor/jasa/insentif atau sebutan lainnya;
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b. Surat perintah tugas dari Bupati atau pejabat yang berwenang bagi ASN/Non ASN tertentu yang melakukan perjalanan dinas;c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi ASN/Non ASN tertentuyang melakukan perjalanan dinas;d. Laporan perjalanan dinas;e. SPPD rampung dan lampiran pendukung lainnya yang disesuaikandengan jenis dan sifatnya;f. Daftar penerima/nominatif yang minimal memuat informasi  namapenerima, nama bank, dan nomor rekening;g. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturanperundangan-undangan yang berlaku; danh. Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk honorarium dan perjalanan dinasdi atas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifathonorarium dan perjalanan dinas yang dilakukan.b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasibelanja honorarium dan Perjalanan Dinas dengan langkah antara lain:a. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanjahonorarium dan Perjalanan Dinas yang akan diajukan telah disediakan;b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja honorariumdan Perjalanan Dinas yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;c. Meneliti keabsahan bukti belanja;d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam buktibelanja;c) Berdasarkan hasil  verifikasi, Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LShonorarium dan perjalanan dinas yang didokumentasikan dalam SPP-LShonorarium dan perjalanan dinas.d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukanpersetujuan permintaan pembayaran LS honorarium dan perjalanan dinastersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.4) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnyaa) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkanLS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Bupatidan dokumen pendukung lainnya.b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan Bupatidan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi olehbendahara pengeluaran.c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasirencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dengan langkah antara lain:(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayarankepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisaanggaran;(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untukpembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang akan diajukan telahdisediakan;(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitunganberdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukunglainnya.
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d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketigalainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketigalainnya.e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukanpersetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebutkepada PA/KPA melalui PPKSKPD/PPK-Unit SKPD.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:a. SPP-UP
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)Nomor : ……………………………………
Uang Persediaan

SPP-UP

1. Nama SKPD : ……………………………………2. Nama Pengguna Anggaran : ……………………………………3. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………………4. NPWP Bendahara Pengeluaran : ……………………………………5. Nama Bank : ……………………………………6. Nomor Rekening Bank : ……………………………………7. Untuk Keperluan : ……………………………………8. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor: …………….. tanggal …………….Sebesar: Rp ………………………(Terbilang.................................................................................... )
No Uraian

I SPDTanggal : ……………………….. Nomor: …………………… Rp.Tanggal : ……………………….. Nomor: …………………… Rp.Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp.
II SP2D SebelumnyaTanggal : ……………………….. Nomor: …………………… Rp.Tanggal : ……………………….. Nomor: …………………… Rp.Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp.
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPPini. ………tanggal………

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)
(nama lengkap)NIP.
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Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)Nomor : ………………………….Tahun Anggaran : …………

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai RupiahNama Kegiatan/Sub Kegiatan 11. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..2. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..3. DstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 24. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..5. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..6. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..7. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..8. DstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 39. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..10. Dst
TOTAL…………….
Terbilang : ##...........................................rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)NIP………………… NIP…………………..
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b. SPP-GU
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )Nomor : ……………………………………
Ganti Uang Persediaan

SPP-GU

1. Nama SKPD : ....................................................2. Nama Pengguna Anggaran : ....................................................3. Nama Bendahara Pengeluaran : ....................................................4. NPWP Bendahara Pengeluaran : ....................................................5. Nama Bank : ....................................................6. Nomor Rekening Bank : ....................................................7. Untuk Keperluan : ....................................................8. Dasar Pengeluaran : SPD.......... Nomor:.......... Tanggal:..........Sebesar: Rp .......................................(Terbilang...............................................................)No Uraian
I SPDTanggal: ................................... Nomor: ......................... Rp.Tanggal: ................................... Nomor: ......................... Rp.Dst: ................................... Dst: ................................. Rp.
II SP2D SebelumnyaTanggal: ................................... Nomor: ......................... Rp.Tanggal: ................................... Nomor: ......................... Rp.Dst: ................................... Dst: ................................. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.………tanggal………
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)(nama lengkap)NIP.
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)Nomor : ………………………….Tahun Anggaran : …………

RINCIAN RENCANA PENGGUNAANNo Kode Rekening Uraian Nilai RupiahNama Kegiatan/Sub Kegiatan 11. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..2. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..3. DstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 24. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..5. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..6. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..7. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..8. DstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 39. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..10. Dst
TOTAL…………….
Terbilang : ## ..........................................rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)NIP………………… NIP…………………..
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c. SPP-TU
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )Nomor : ……………………………………
Tambahan Uang Persediaan

SPP-TU

1. Nama SKPD/Unit Kerja : ……………………………………2. Kode dan Nama Sub Kegiatan :3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : ……………………………………4. Nama PPTK :5. Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu : ……………………………………6. NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu :7. Nama Bank : ……………………………………8. Nomor Rekening Bank : ……………………………………9. Untuk Keperluan : ……………………………………10. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor: …………….. tanggal …………….Sebesar: Rp ………………………(Terbilang ..........................................................................................)
No Uraian

I SPDTanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.
Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.
Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp.

II SP2D SebelumnyaTanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.
Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.
Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.
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………tanggal………
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengeluaran
Pembantu

Bendahara Pengeluaran/Bendahara

(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

NIP.



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 228

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)Nomor : ………………………….Tahun Anggaran : …………

RINCIAN RENCANA PENGGUNAANNo Kode Rekening Uraian Nilai RupiahNama Kegiatan/Sub Kegiatan 11. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..2. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..3. DstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 24. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..5. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..6. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..7. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..8. DstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 39. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..10. Dst
TOTAL…………….
Terbilang : ##........................................ rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)NIP………………… NIP…………………..
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d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )Nomor : ……………………………………
Langsung Gaji dan Tunjangan

SPP-LS

1. Nama SKPD/Unit Kerja : ……………………………………2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : ……………………………………3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : ……………………………………4. Nama PPTK : ……………………………………5. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………………6. NPWP Bendahara Pengeluaran : ……………………………………7. Nama Bank : ……………………………………8. Nomor Rekening Bank : ……………………………………9. Untuk Keperluan : ……………………………………10. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor: …………….. tanggal …………….Sebesar: Rp ………………………(Terbilang..........................................................................................)
No Uraian

I SPDTanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp.
II SP2D SebelumnyaTanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp.
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.………tanggal………

Pejabat Pelaksana Teknis  Kegiatan Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)NIP. NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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e. SPP-LS Barang dan Jasa
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )Nomor : ……………………………………
Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS

1. Nama SKPD/Unit Kerja : ……………………………………2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : ……………………………………3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : ……………………………………4. Nama PPTK : ……………………………………5. Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu : ……………………………………6. NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu : ……………………………………7. Nama Bank : ……………………………………8. Nomor Rekening Bank : ……………………………………9. Untuk Keperluan : ……………………………………10. Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor:…………….. tanggal …………….Sebesar: Rp ………………………(Terbilang....................................................................................)
No Uraian

I SPDTanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp.
II SP2D SebelumnyaTanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp.Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp.
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

………tanggal………
Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembantu(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)NIP. NIP.
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASANomor : ………………………….Tahun Anggaran : …………

RINCIAN RENCANA  PENGGUNAAN

No Kode RekeningNama Kegiatan/Sub Kegiatan 1 Uraian Nilai Rupiah
1. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..2. x.xx.xx.xx.xx.xxx3. dstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

………………………..
4. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..5. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..6. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..7. x.xx.xx.xx.xx.xxx8. dstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

………………………..
9. x.xx.xx.xx.xx.xxx10. dst
TOTAL…………….
Terbilang : ##........................................rupiah ##

………………………..

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)NIP………………… NIP…………………..
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f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )Nomor : ……………………………………
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PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga LainnyaNomor : ………………………….Tahun Anggaran : …………

RINCIAN RENCANA PENGGUNAANNo Kode Rekening Uraian Nilai RupiahNama Kegiatan/Sub Kegiatan 11. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..2. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..3. DstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 24. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..5. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..6. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..7. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..8. DstNama Kegiatan/Sub Kegiatan 39. x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..10. Dst
TOTAL…………….
Terbilang : ##............................................rupiah ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP………………… NIP…………………..
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P. PERINTAH MEMBAYAR1. Ketentuan UmumPerintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintahmembayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligusmenandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuatinformasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secaraelektronik.Perintah membayar diatur sebagai berikut:a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUDdengan menerbitkan SPM-UP.b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP yang telahdigunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM- GU.c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada KuasaBUD dengan menerbitkan SPM-TU.d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan denganikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa3) ketersediaan dana yang bersangkutane. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas BebanAPBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidakmemenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahanpengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu.b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD dandidokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPDsetelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuanpembayaranc. Jenis SPM terdiri atas:1) SPM-UP2) SPM-GU3) SPM-TU4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa6) SPM-LS Pihak ketiga lainnyad. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan hanyauntuk pengajuan permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari BendaharaPengeluaran Pembantu.e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaansetelah tahun anggaran berakhir.f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjukpejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan SuratTugas PA/KPA.g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang diberi wewenanguntuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.h. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatanpada register SPM.
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2. Ketentuan Pelaksanaana. Perintah Membayar UP1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPDmelakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SKBupati.2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancanganPerintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untukditandatangani oleh Pengguna Anggaran.3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 ( dua ) hari sejakproses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikankepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; danb) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.b. Perintah Membayar GU1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP besertabukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran denganlangkah berikut:a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran;b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telahdisediakan;c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumenperpajakan terkait.d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ PenggunaanUP, dan bukti-bukti transaksinya.2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atauketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaankepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanyaSPP-GU.3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkanpengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk  ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudiandisampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; danb) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklistkelengkapan dokumen.c. Perintah Membayar TU1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana BelanjaTU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagaiberikut:a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran;b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkaittelah disediakan;c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuanpermintaan Perintah Membayar TU.2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atauketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/ataupenyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.
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3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-UnitSKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang didokumentasikandalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) harisejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudiandisampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; danb) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri
checklist kelengkapan dokumen.d. Perintah Membayar LS1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengandokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukanverifikasi dengan langkah berupa:a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran;b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telahdisediakan;c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannyaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yangtersimpan dalam dokumentasi di sistem.d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumenpendukungnya.2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atauketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/ataupenyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-UnitSKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikandalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) harisejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudiandisampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; danb) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri
checklist kelengkapan dokumen.5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dandikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:
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3.1 SPM-UP
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN TANA TIDUNG SURAT

PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan ( UP )

Tahun Anggaran: No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
SKPD : ……………………………………..
Bendahara/pihak lain : …………………………………….. No.Rekening Bank : …………………………………….. Nama Bank: …………………………………….. NPWP :……………………………………..……………………………………..Dasar Pembayaran :

Potongan – potongan :

No. Uraian
(No.
Rekening)

Jumlah Keterangan

Jumlah Rp.....................,-
Info rmasi : (Tidak mengurangi   jumlah pembayar an
SPM)

No. Uraian
(No. Rekening)

Jumlah Keterangan

Jumlah Rp...............,-
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp......................,-Jumlah Potongan Rp......................,-Jumah Rp............,- Jumlah Yang Dibayarkan Rp......................,-
Uang Sejumlah: ( ....................................)

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp ............,-
(terbilang) …… …, tanggal … … …

Pengguna Anggaran

(tanda tangan)(nama lengkap)NIP.Nomor dan Tanggal SPP

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.2 SPM-GU
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang ( GU )

Tahun Anggaran: No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANA

TIDUNG

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
SKPD : ……………………………………..
Bendahara/pihak lain : ……………………………………..No. Rekening Bank : ……………………………………..Nama Bank : ……………………………………..NPWP : ……………………………………..……………………………………..Dasar Pembayaran :

Potongan – potongan :

No. Uraian
(No.
Rekening)

Jumlah Keterangan

Jumlah Rp....................,-
Info rmasi : (Tidak mengurangi   jumlah pembaya
ran SPM)

No. Uraian
(No. Rekening)

Jumlah Keterangan

Jumlah Rp..............,-
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp.................... ,-Jumlah Potongan Rp.................... ,-Jumah Rp...........,- Jumlah Yang Dibayarkan Rp.................... ,-
Uang Sejumlah: ( ................................)

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.............,-
(terbilang )

… … …, tanggal … … …
Pengguna Anggaran

(tanda tangan)(nama lengkap)NIP.Nomor dan Tanggal SPP
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.3 SPM-TU
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang ( TU )

Tahun Anggaran: No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM

DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN TANA TIDUNG

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
SKPD : ……………………………………..
Bendahara/pihak lain   :…………………………………….. No. Rekening Bank   :…………………………………….. Nama Bank   :…………………………………….. NPWP   :……………………………………..……………………………………..Dasar Pembayaran :

Potongan – potongan :

No. Uraian
(No.
Rekening)

Jumlah Keterangan

Jumlah Rp ...................,-
Info rmasi : (Tidak mengurangi   jumlah pembaya
ran SPM)

No. Uraian
(No. Rekening)

Jumlah Keterangan

Jumlah Rp ..............,-

Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp ....................,-Jumlah Potongan Rp ....................,-Jumah Rp...........,- Jumlah Yang Dibayarkan Rp ....................,-Uang Sejumlah: ( ................................ )
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp........... ,-
(terbilang )

… … …, tanggal … … …
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)(nama lengkap)NIP.Nomor dan Tanggal SPP
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.4 SPM-LS
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung ( LS )

Tahun Anggaran: No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANA

TIDUNG

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
SKPD : ……………………………………..
Bendahara/pihak lain   : ……………………………………..No. Rekening Bank   : ……………………………………..Nama Bank : ……………………………………..NPWP : ……………………………………..……………………………………..Dasar Pembayaran :

Potongan – potongan :

No. Uraian
(No.
Rekening)

Jumlah Keterangan

Jumlah Rp...................,-
Info rmasi : (Tidak mengurangi   jumlah pembaya
ran SPM)

No. Uraian
(No. Rekening)

Jumlah Keterangan

Jumlah Rp............. ,-

Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp...................,-Jumlah Potongan Rp...................,-Jumah Rp ......... ,- Jumlah Yang Dibayarkan Rp...................,-

Uang Sejumlah: (..................................)
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp........... ,-
(terbilang ) ………, tanggal ………

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)(nama lengkap)NIP.Nomor dan Tanggal SPP
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA1. Ketentuan UmumPerintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uangdari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan danatersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana diRKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPPyang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, sertapenggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yangditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa SuratPernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantumdalam perintah pembayaran;3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan palinglambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat informasitentang:1) Baki Rekening yang akan dicairkan2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci menjadi:(a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia barang/jasa(b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai ketentuan padaBAB V.Cb. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan Bank, harusdipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Danatersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanandigital pada sistem masing-masing.2. Ketentuan Pelaksanaana. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan VerifikasiPPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA,Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran;2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telahdisediakan;3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratanpengajuan SPM;4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantumdalam perintah pembayaran.b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA apabila:1) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yangdilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
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c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam prosesverifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1(satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan PerintahPencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.
3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai berikut:3.1 SP2D-UP

FORMAT SP2D - UP

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …… SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D )

Nomor : ……………..
Nomor SPM :Tanggal :Nama SKPD :

Dari : BUD/Kuasa BUDNPWP :Tahun Anggaran
Bank Pengirim : ……………………………………………………………………………Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor … … … …Uang sebesar Rp … … … (terbilang.......................)Kepada : ……………………………… ……..NPWP : ……………………………… ……..No. Rekening Bank : ……………………………… ……..Bank Penerima : ……………………………… ……..Keperluan Untuk : ……………………………… ……..
Pagu Anggaran : Rp. ……………… …….………….

NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN

JUMLAH

( Rp )123
Jumlah

Potongan-potongan:

No. Uraian (No. Rekening)

Jumlah

(Rp) Keterangan1.2.3.
Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian (No. Rekening)

Jumlah

(Rp) Keterangan1.2.
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3.4.
Jumlah

SP2D yang DibayarkanJumlah yang Diminta Rp......................,-Jumlah Potongan Rp......................,-
Jumlah yang Dibayarkan Rp ..................... ,-
Uang Sejumlah:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk … … …, tanggal … … …Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum DaerahLembar 3 : Arsip Kuasa BUDLembar 4 : Pihak Penerima (tanda tangan)

(nama lengkap)NIP.
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3.2 SP2D-GU
FORMAT SP2D - GU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …… SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D )

Nomor : ……………..Nomor SPM :Tanggal :Nama SKPD :
Dari : BUD/Kuasa BUDNPWP :Tahun Anggaran

Bank Pengirim: ……………………………… ……………………………………………Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor … … … …Uang sebesar Rp … … … (terbilang......................)Kepada : ……………………………… ……..NPWP : ……………………………… ……..No. Rekening Bank : ……………………………… ……..Bank Penerima : ……………………………… ……..Keperluan Untuk : ……………………………… ……..
Pagu Anggaran : Rp.    ……………… …….………….

NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN

JUMLAH

( Rp )123
Jumlah

Potongan-potongan:

No. Uraian (No. Rekening)

Jumlah

(Rp) Keterangan1.2.3.
Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian (No. Rekening)
Jumlah

(Rp)
Keterangan

1.2.3.4.
Jumlah

SP2D yang DibayarkanJumlah yang Diminta Rp.....................,-Jumlah Potongan Rp.....................,-
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Jumlah  yang Dibayarkan Rp ......................,-
Uang Sejumlah:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk … … …, tanggal …  …  …Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum DaerahLembar 3 : Arsip Kuasa BUDLembar 4 : Pihak Penerima(tanda tangan)
(nama lengkap)NIP.
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3.3 SP2D-TU
FORMAT SP2D - TU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …… SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D )

Nomor : ……………..Nomor SPM :
Tanggal :
Nama SKPD :

Dari : BUD/Kuasa BUDNPWP :Tahun AnggaranBank Pengirim : …………………………………………… ………………………………Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor … … … …Uang sebesar Rp … … … (terbilang...........................)Kepada : ………………………………… …..NPWP : ………………………………… …..No. Rekening Bank : ………………………………… …..Bank Penerima : ………………………………… …..Keperluan Untuk : ………………………………… …..
Pagu Anggaran : Rp. ……………… …….………….

NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN JUMLAH
( Rp )123

Jumlah

Potongan-potongan:

No. Uraian (No. Rekening)
Jumlah

(Rp)
Keterangan

1.2.3.
Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian (No. Rekening)
Jumlah

(Rp)
Keterangan

1.2.
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3.4.
Jumlah

SP2D yang DibayarkanJumlah yang Diminta Rp .................... ,-Jumlah Potongan Rp .................... ,-
Jumlah  yang Dibayarkan Rp ..................... ,-
Uang Sejumlah:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk … … …, tanggal  …  …  …Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum DaerahLembar 3 : Arsip Kuasa BUDLembar 4 : Pihak Penerima (tanda tangan)

(nama lengkap)NIP.
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3.4 SP2D-LS
FORMAT SP2D - LS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) …… SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D )

Nomor : ……………..Nomor SPM :Tanggal :Nama SKPD :
Dari : BUD/Kuasa BUDNPWP :Tahun Anggaran :Bank Pengirim : ……………………………… ……………………………………………Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor … … … …Uang sebesar Rp … … … (terbilang ..................... )Kepada : ……………………………………..NPWP : ……………………………… ……..No. Rekening Bank : ……………………………… ……..Bank Penerima : ……………………………… ……..Keperluan Untuk : ……………………………… ……..

Pagu Anggaran : Rp. …………… ……….………….
NO

KODE KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

URAIAN
JUMLAH

( Rp )123
Jumlah

Potongan-potongan:

No. Uraian (No. Rekening)
Jumlah

(Rp)
Keterangan

1.2.3.
Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No. Uraian (No. Rekening)

Jumlah

(Rp) Keterangan1.2.3.4.
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Jumlah

SP2D yang DibayarkanJumlah yang Diminta Rp....................,-Jumlah Potongan Rp....................,-
Jumlah yang Dibayarkan Rp......................,-
Uang Sejumlah:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk … … …, tanggal …  …  …Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum DaerahLembar 3 : Arsip Kuasa BUDLembar 4   : Pihak Penerima (tanda tangan)

(nama lengkap)NIP.
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R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN1. Ketentuan UmumDalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanjayang menjadi kewenangannya.Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajiandokumen yang dilakukan secara elektronik.Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-bukusebagai berikut:a. Buku Kas Umumb. Buku Pembantu Bankc. Buku Pembantu Kas Tunaid. Buku Pembantu Pajake. Buku Pembantu Panjarf. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek BelanjaPencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:a. Bukti transaksi yang sah dan lengkapb. SPP UP/GU/TU/LSc. SPM UP/GU/TU/LSd. SP2De. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan2. Ketentuan Pelaksanaana. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut:1) Penerimaan Uang PersediaanBendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantumembukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di sisipenerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuaidengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.2) Pelimpahan Uang PersediaanPelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantudicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank disisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.3) Pergeseran Uang PersediaanDalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantumelakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat  di bank ke kas tunai,dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, padaBuku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu KasTunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.4) Pembayaran belanja oleh BendaharaAtas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yangdisampaikan PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan denganmencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu KasTunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu SubRincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.5) Pemberian Uang PanjarBerdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaranuang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang
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yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada BukuPembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisipengeluaran.6) Pertanggungjawaban Uang PanjarBerdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaanuang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantumencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub RincianObjek Belanja pada sisi pengeluaran.a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK,Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatatdi Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisipenerimaan sebesar yang dikembalikan.b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepadaPPTK, dan selanjutnya mencatat  di Buku Pembantu Bank atau BukuPembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.7) Belanja melalui LSBendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantumelaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS denganmelakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaranpada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub RincianObjek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.8) Pemungutan dan Penyetoran Pajaka) Pada saat pemungutan/pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisipenerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan.b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKUdi sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantuwajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. PenutupanBKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain sebagaiberikut:3.1 Register SPP-SPM-SP2D
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3.2 BKU
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3.3 Buku Pembantu Bank

3.4 Buku Pembantu Kas
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3.5 Buku Pembantu Pajak

3.6 Buku Pembantu Panjar
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3.7 per Sub Rincian Objek

S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN1. Ketentuan UmumSebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan LaporanPertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuatinformasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukansecara elektronik.Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu diatur sebagai berikut:a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal10 bulan berikutnya.b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajibmempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yangmenjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepadaPPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran dansanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkandalam Peraturan Bupati.d. Penyampaian  pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkansurat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluarandana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban ataspengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:1) LPJ Penggunaan UPa) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiappengajuan GU.b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPDdilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPPGU.d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus (tidakmenjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan sisa danaUP yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti denganpenyetoran sisa dana UP ke RKUD.2) Pertanggungjawaban penggunaan TUa) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yangdikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu subkegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TUditerima.b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPAmelalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJpenggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.3) Pertanggungjawaban Administratifa) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh BendaharaPengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10bulan berikutnya;b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkanjumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatifdan/atau per kegiatan yang dilampiri:(1) BKU;(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantuc) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif disampaikanpaling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan buktisetoran sisa UP.4) Pertanggungjawaban Fungsionala) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh BendaharaPengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya.b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakankonsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri:(1) Laporan penutupan kas; dan(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh BendaharaPengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuanPA.d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban fungsionaldisampaikan paling lambat tanggal 10  bulan Januari dan wajibmelampirkan bukti setoran sisa UP2. Ketentuan Pelaksanaana. Pertanggungjawaban Penggunaan UP1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJpenggunaan UP.
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2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepadaPengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GUdengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU yangdikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatandan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PAmelalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dansah.3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelumditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai berikut:a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telahdisediakan.b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidakmelebihi sisa anggaran.c) Meneliti keabsahan bukti belanja.c. Pertanggungjawaban Administratif1) Penyusunan LPJa) Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LPJBendahara Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan kepadaBendahara Pengeluaran.b) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara sertamelakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendaharamemberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa paguanggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:(1) BKU;(2) Laporan Penutupan Kas;(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.2) Penyampaian LPJ Administratifa) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada PAmelalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.b) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif denganlangkah-langkah sebagai berikut:(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yangterdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku ataulaporan terkait(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanjadan pengeluaran kas3) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan ketidaksesuaiandan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta perbaikan dan/ataupenyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK SKPD akanpengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secaraadministratif kepada Pengguna Anggaran.5) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah diverifikasisebagai bentuk persetujuan.d. Pertanggungjawaban Fungsional1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran,Bendahara  Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban fungsionalkepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal10 bulan berikutnya.2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan menandatangani LPJBendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan.e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP
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a) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaranpada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan kepada KPAmelalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.c) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagaidasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.2) Pertanggungjawaban penggunaan TUa) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh BendaharaPengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesaidigunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai padawaktu yang ditentukan sejak TU diterima.b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA melaluiPPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-buktibelanja yang lengkap dan sah.c) PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaanTU sebelum ditandatangani oleh KPA.3) LPJa) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada BendaharaPengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri:(1) BKU; dan(2) Laporan penutupan kas.b) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebelumditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendaharapengeluaran antara lain sebagai berikut:3.1 LPJ-UP
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3.2 LPJ-TU



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 262

3.3 Laporan Penutupan Kas
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3.4 SPJ Administratif
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3.5 SPJ Fungsional
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T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUNANGGARANa. Ketentuan Umuma. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatanlainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahunanggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan100% pada tahun berkenaan;2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang danjasa;3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang danjasa termasuk keadaan kahar (force majeure)  sesuai peraturan perundang-undangan4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifattetap.b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaanyang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerahmelakukan tahapan sebagai berikut:1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dandiberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalamperda perubahan APBD;2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasarpelaksanaan pembayaran.c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaipengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagaiberikut:1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dandiberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalamperda perubahan APBD;2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaanpembayaran.d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali PemerintahDaerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force
majeure) sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerahmelakukan tahapan sebagai berikut:1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaianpekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwaketerlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyediabarang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;2) Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturanperundang-undangan;3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dandiberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampungdalam perda perubahan APBD;4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasarpelaksanaan pembayaran.e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusanpengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagaiberikut:
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1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerahsebagai dasar penganggaran dalam APBD;2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dandiberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalamperda perubahan APBD;3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. (kemungkinanuntuk pemotongan anggaran tahun berjalan)4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasarpelaksanaan pembayaran.f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatanperjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahunanggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai denganperaturan perundang-undangan.g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untukmenganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahunanggaran diatur dalam peraturan Bupati.U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKATa. Ketentuan UmumBelanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangkapemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakanbelanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan olehpemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalamtahun anggaran yang berkenaan. Ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaranuntuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat adalah:a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupatitentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud diatasdiprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifatwajib.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa menunggu DPAdisahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati tentang belanja wajib danmengikat.b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing SKPD dalamsatu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten A, SPDdiberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang sangat besar sedangkanKantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan SPD diberikan per triwulan.c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.b. Ketentuan PelaksanaanKetentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikatdapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; danb. Dalam hal dokumen belum siap.
V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAKSub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untukmasa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontraktahun jamak.
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Ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai berikut:1. Dalam  melaksanakan  sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears), harusditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah2. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antaraBupati dan DPRD.3. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani bersamaan denganpenandatanganan KUA dan PPAS.4. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD) tahun jamaksekurang-kurangnya memuat:a. nama sub kegiatan;b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;c. jumlah anggaran; dand. alokasi anggaran per tahun.5. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:a. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara teknismerupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukanwaktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas)  bulan; ataub. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetapberlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit,penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit,layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.c. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan Bupati.d. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir sebelumakhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikansampai berakhirnya tahun anggaran.W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAANBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154 sampai denganPasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerahadalah sebagai berikut:1. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerahdilakukan oleh kepala SKPKD.2. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening KasUmum Daerah.3. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaranPembiayaan Daerah tersebut.4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahunanggaran berjalan untuk:a. menutupi defisit anggaran;b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampauianggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakanPemerintah;f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya;dan/ataug. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yangtelah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapatdiselesaikan sampai dengan  batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahunanggaran berjalan.5. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerahdilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.6. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerahdilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan PeraturanDaerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
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7. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakansesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yangditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.8. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerahdilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuanPPKD.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:1. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukanpencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan danPengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaandicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.2. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, KuasaBUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran(BKPP) pada sisi penerimaa, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku KasPenerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran3. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan dari rekeningDana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas Penerimaan dan PengeluaranPembiayaan ( BKPP ).4. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah melaluiRKUD.5. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan KembaliPemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan PengeluaranPembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian pinjaman pada sisipengeluaran dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah pada sisi penerimaan.6. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerimasejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehinggadaerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, yang bersumber dari:a. pemerintah pusat;b. pemerintah daerah lain;c. lembaga keuangan bank;d. lembaga keuangan bukan bank; dane. masyarakat.7. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah pusatdilaksanakan melalui:a. pembayaran langsung;b. rekening khusus;c. pemindahbukuan ke RKUD;d. letter of credit; dane. pembiayaan pendahuluan.8. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku KasPenerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisipenerimaan.9. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati denganmengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.10. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran PembiayaanDaerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.11. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, sertapenggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAANPengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalahsebagai berikut:1. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerahdilakukan oleh kepala SKPKD.2. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening KasUmum Daerah.
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3. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaranPembiayaan Daerah tersebut.4. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaranberkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentangpembentukan Dana Cadangan.5. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekeningDana Cadangan.6. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuanPPKD.7. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajibanuntuk:a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yangtercantum dalam perintah pembayaran;c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dand. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaranPembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagaiberikut:1. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukanpencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan danPengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaandicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.2. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, KuasaBUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran(BKPP) pada sisi penerima, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku KasPenerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.3. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran pembayaranbunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau sanksi sesuai denganperjanjian pinjaman.4. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk DanaCadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atauinvestasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.5. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana CadanganPemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lainPAD Yang Sah.6. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan PemerintahDaerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yangtelah ditetapkan.7. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatanberdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.8. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerahdan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentangpenyertaan modal.9. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasipemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.10. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah merupakanpengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yangtidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagaimodal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik  daerah,  ataubadan hukum lainnya yang dimiliki negara.11. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dilakukan olehKuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain: 1) Peraturan Daerah tentangpenyertaan modal; dan 2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.12. Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas penyertaan modaldaerah menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
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13. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelahdikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.14. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.15. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkanantara lain:1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 3) Nota kredit ataspemindahbukuan ke RKUD.16. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkandilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan PengeluaranPembiayaan.17. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus.18. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah  dalam tahun anggaranberkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentangAPBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.19. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah diatur dalam Peraturan Bupati.20. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dalamtahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam PeraturanDaerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi daerah.21. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan melalui RKUD.22. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh tempomenggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat olehKuasa BUD pada sisi pengeluaran.23. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam Peraturan Bupatidengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.24. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran PembiayaanDaerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.25. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, sertapenggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
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BAB VILAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHA. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHPERTAMA APBD1. Ketentuan UmumLaporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatankeuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, danpemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periodeJanuari-Juni tahun anggaran berkenaan.Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan perbandingan antaraanggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaranberkenaan serta menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:a. Pendapatan-LRA;b. Belanja;c. Transfer;d. Surplus/Defisit-LRA;e. Pembiayaan; danf. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.Ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagaiberikut:a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD danprognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada  akhir bulan Juli tahunanggaran berkenaan.2. Ketentuan PelaksanaanBagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPDa. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari bendaharapenerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari bendaharapengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBDdan prognosis SKPD dengan cara:1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam laporanpertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawabanpengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulanJanuari s.d. Juni.2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja hasilpenggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasisemester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semesterpertama.3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan penerimaan.4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan nilairencana perubahan anggaran.b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisSKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk ditandatangani.c. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan,kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yangtercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPDyang diserahkan oleh PPK SKPD.d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PAmenandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.e. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBDdan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD palinglambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daeraha. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yangdiajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan langkah-
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langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD danprognosis SKPD dengan:1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja  SKPD  yang ada di BUD.b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan laporanrealisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasisemester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggukedua bulan Juli.c. Draft laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerahhasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selakuKoordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada KepalaDaerah untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.e. Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisPemerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli.B. PRASYARAT PERUBAHAN APBDKetentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi,antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antarjenis belanja;c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakandalam tahun anggaran berjalan;d. keadaan darurat; dan/ataue. keadaan luar biasa.
C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS1. Ketentuan UmumKetentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.b. Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUAke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkanperubahan RKPD.c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaanasumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampungdalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktupelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harusdikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harusditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.2. Ketentuan Pelaksanaana. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPASberdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedomanpenyusunan APBD.1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakandata dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalamperubahan RKPD.
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2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakandata dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja danindikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahanPPAS kepada DPRD.c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA danrancangan perubahan PPAS.d. Bupati dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasilpembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancanganperubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan notakesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepaladaerah dengan pimpinan DPRD.D. PERGESERAN ANGGARAN1. Ketentuan UmumKetentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi,antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antarjenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.b. Pergeseran anggaran terdiri atas:1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:1) pergeseran antar organisasi;2) pergeseran antar unit organisasi;3) pergeseran antar program;4) pergeseran antar kegiatan,5) pergeseran antar sub kegiatan;6) pergeseran antar kelompok;7) pergeseran antar jenis.d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapatdilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran inidapat dilakukan atas persetujuan PPKD.3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapatdilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukansebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahanPerkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan,pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaranAPBD.f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukansetelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPDh. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahanAPBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan KepalaDaerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebutdapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah.i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jikapergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalamLaporan Realisasi Anggaran.j. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
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k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuanmekanisme perubahan APBD.l. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalamPerkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Ketentuan Pelaksanaana. Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dankondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatanb. Atas usulan tersebut:1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jikapergeseran anggaran merubah perda APBD;2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jikapergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPASKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPDtersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYAKetentuan terkait penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagaiberikut:1. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakandalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:a. menutupi defisit anggaran;b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampauianggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakanPemerintah;f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersediaanggarannya; dan/ataug. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yangtelah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapatdiselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahunanggaran berjalan.2. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluarantersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atauRKA-SKPD.3. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lainyang terkait dengan:a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; ataub. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.4. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serahterima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.5. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnyaharus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaranberikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.6. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkankembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai koderekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.7. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya terlebihdahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaranberikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBDtahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagipemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaranberikutnya.
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F. PENDANAAN KEADAAN DARURATKetentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berikut:1. Ketentuan Umuma. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurattermasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalamrancangan perubahan APBD.b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluanmendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerahtidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikandalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkadaperubahan penjabaran APBD.2. Ketentuan PelaksanaanTata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaandarurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluanmendesak memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga sebagaimanatercantum dalam BAB III.D.4.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain sebagai berikut:
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURATPROVINSI/KABUPATEN TANA TIDUNG

No. Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan kebutuhan Dana ( Rp )1.2.3.4.5. TotalTempat, tanggal KEPALA SKPD
NAMANIP.LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TANA TIDUNG

SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Demikian laporanini dibuat dengan sebenarnya. KEPALA SKPD
NAMANIP
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I. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA1. Ketentuan Umumketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 ( satu ) tahunanggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaandan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebihbesar dari 50% ( lima puluh persen).c. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalamPerkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalamAPBD mengalami kenaikan lebih dari 50% ( lima puluh persen) dapat dilakukanpenambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerjaprogram, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.2. Ketentuan Pelaksanaana. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja program,kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunanrancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalamAPBD mengalami penurunan lebih dari 50 % ( lima puluh persen) dapatdilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerjaprogram, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program,kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perdatentang perubahan kedua APBD.II. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD1. Ketentuan UmumKetentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagai berikut:a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikankepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahunanggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupatidan DPRD.2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahanPPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan notakesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupatidengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggukedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerahbersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusunperubahan RKA-SKPD.4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahanPPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati menyampaikan rancanganperubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD,menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA danrancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatanperubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.6) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, kepala daerah mendelegasikankepada wakil Bupatii untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
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rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatanterhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sertamenandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatanperubahan PPAS.7) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabatpengganti kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA danrancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganankesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahanPPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan notakesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk danditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksanatugas/penjabat/penjabat sementara Bupati.8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktuyang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatanganikesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahanPPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan notakesepakatan perubahan PPAS.b. penyusunan perubahan RKA SKPD;1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati BersamaDPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan RKA SKPD.2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Bupati menerbitkan suratedaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuankepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.3) Surat edaran Bupati paling sedikit memuat:a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatanyang terkait;b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dansub kegiatan SKPD;c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dand) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS,kode rekening APBD, format RKASKPD, format Perubahan DPA-SKPD,analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedomanpenyusunan APBD.4) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan PerubahanDPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahunanggaran berjalan.5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada perangkat daerahdisertai dengan:a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepadaPPKD; dan/ataud) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD,format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standarbelanja, standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain yangdibutuhkan.6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahunanggaran berkenaan.7) Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUAdan perubahan PPAS serta pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunanrancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapanyang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBDyang ditetapkan setiap tahun.9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku secara mutatismutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD pada perubahan APBD.
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c. RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akandianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikankepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.d. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara perubahanRKA-SKPD dengan:1) perubahan KUA dan perubahan PPAS;2) prakiraan maju yang telah disetujui;3) dokumen perencanaan lainnya;4) capaian Kinerja;5) indikator Kinerja;6) analisis standar belanja;7) standar harga satuan;8) standar kebutuhan BMD;9) RKBMD;10) Standar Pelayanan Minimal; dan11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.e. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukanpenyempurnaan.f. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internalpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.g. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumenpendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan olehkepala SKPD.h. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenispendapatan, belanja, dan pembiayaan;2) ringkasanPerubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusanpemerintahan daerah dan organisasi;3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja,dan pembiayaan.4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikanberdasarkan kebutuhan informasi antara lain:a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusanpemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatanserta target dan indikator;b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan danketerpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangkapengelolaan keuangan negara;c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPASdengan Rancangan Perubahan APBD;f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program PrioritasDaerah.5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada PerdaPerubahan APBD antara lain:a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;b) daftar piutang daerah;c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah danaset lain-lain;e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years) ;f) daftar dana cadangan;g) daftar pinjaman daerah.i. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perbub tentangpenjabaran perubahan APBD.
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j. Rancangan Perbub tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiransebagai berikut:1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, danpembiayaan;2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, danrincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran APBD yangdisajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuanganbersifat umum dan bersifat khusus;d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;e) rincian dana otonomi khusus menurut urusanpemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,belanja dan pembiayaan;f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan GasAlam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahandaerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja danpembiayaan;g) sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasandalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbubtentang perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasanNegara.4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perbubperubahan penjabaran APBD.k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perbubtentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.l. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukumpendapatan.m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi subkegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkanpenggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumberpenerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuanpengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.o. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKDdisampaikan kepada Bupati.p. penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi:1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaiansasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkansemula.2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dansub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis,obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelumdilakukanperubahan maupun setelah perubahan.2. Ketentuan PelaksanaanBagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPASa. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPASberdasarkan perubahan RKPD dengan langkah sebagai berikut:1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan datadan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahanRKPD;
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2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan datadan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasipendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahanPPAS kepada DPRD.c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA danrancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatanrancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasilpembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancanganperubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan notakesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati denganpimpinan DPRD.Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD;a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bersamaKepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun rancangan Surat Edarantentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman PenyusunanPerubahan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA danperubahan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahanpenyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.Bagian III: penyusunan perubahan APBDa. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan dianggarkandalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD kepada TAPD melaluiPPKD untuk diverifikasi.b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah disusun olehKepala SKPD.c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukanpenyempurnaan.d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumenpendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah disempurnakan olehkepala SKPD.e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada KepalaDaerah.Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD;Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan berupapeningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan subkegiatan dari yang telah ditetapkan semula.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumenperubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamissesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. Ilustrasi dokumenperubahan APBD disajikan sebagai berikut:a. Perubahan KUAb. Perubahan PPASc. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPASd. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBDe. Perubahan DPA-SKPDf. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirang. Rancangan Perda tentang perubahan APBDh. Rancangan Perbub tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirani. Rancangan Perbub tentang perubahan penjabaran APBD
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a. Perubahan KUA
KABUPATEN TANA TIDUNGPERUBAHAN KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH(PERUBAHAN KUA)TAHUN ANGGARAN ….I. PENDAHULUAN1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD ( KUA )1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUAII. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah2.2. Arah kebijakan keuangan daerahIII. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBDIV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah ( PAD),Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang SahV. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer danVI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaanVII. STRATEGI PENCAPAIANPada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.VIII. PENUTUPPada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Bupati danperlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Demikianlah PerubahanKebijakan Umum  APBD ini  dibuat untuk menjadipedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD TahunAnggaran berkenaan.………….Tanggal,……………..Pimpinan DPRD Bupati Tana Tidung

Nama Nama
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b. Perubahan APBD TABEL 2.1TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...
KODE JENIS PENDAPATAN DAERAH SEBELUMPERUBAHAN SETELAHPERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG DASARHUKUM4. PENDAPATAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH4.1.01. Pajak Daerah4.1.02. Retribusi Daerah4.1.03. Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah
4.2. PENDAPATAN TRANSFER4.2.01. Pendapatan Transfer4.2.02. Pendapatan Transfer Antar
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATANDAERAH YANG SAH4.3.01. Pendapatan Hibah4.3.02. Dana Darurat
4.3.03. Lain-Lain Pendapatan Sesuaidengan Ketentuan PeraturanPerundang-UndanganJUMLAH PENDAPATAN DAERAH TABEL 3.1PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD
No. Urusan/SKPD Plafon Anggaran KetSebelumPerubahan SetelahPerubahan Bertambah/Berkurang1 2 3 4 5 6 71. Urusan/Dinas/Badan/Kantoryangmengalamiperubahan2. Dst ...



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 283

TABEL 3.2Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub KegiatanTahun Anggaran 2021Urusan : x.xx ...Organisasi: x-xx.x-xx.x-xx.xx ...
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN SASARAN TARGET

PLAFON ANGGARANSEBELUMPERUBAHAN SETELAHPERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG(Rp) (Rp) (Rp) %1 2 3 4 5 6 7 8x.xx.xx Program ...x.xx.xx.x.xx Kegiatan ...x.xx.xx.x.xx.x Sub Kegiatan ...x.xx.xx.x.xx.x Sub Kegiatan ...x.xx.xx.x.xx.x Dst ...x.xx.xx.x.xx Dst ...x.xx.xx Dst ...
TABEL 3.3Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,Belanja Tidak TerdugaTahun Anggaran ….

NO. URAIAN
PERUBAHANPLAFON ANGGARAN SEMENTARASEBELUMPERUBAHAN SETELAHPERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG(Rp) (Rp) (Rp) %1 Belanja Pegawai2 Belanja Barang dan Jasa3 Belanja Bunga4 Belanja Subsidi5 Belanja Hibah6 Belanja Bantuan Sosial7 Belanja Modala. Belanja Modal Tanahb. Belanja Modal Peralatan dan Mesinc. Belanja Modal Gedung danBangunand. Belanja Modal Jalan, Jaringan, danIrigasi;e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;8 Belanja Tidak Terduga9 Belanja Bagi Hasil10 Belanja Bantuan Keuangan TOTAL
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NOTA KESEPAKATAN ANTARAPEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNGDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KABUPATEN TANA TIDUNGNOMOR……….TANGGAL……..TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUMANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN ….Yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : ...........................................................Jabatan Alamat : Bupati Tana TidungKantor : ...........................................................bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tana Tidung2. a. Nama : ...........................................................Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................b. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................c. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................d. Dst………….sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Tana TidungDengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRDdengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritasdan plafon anggaran sementara APBD TA ....Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yangmeliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakanpendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan PerubahanPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA ....Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA …. disusun dalam Lampiran yang menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ….………….Tanggal,……………..Bupati. Pimpinan DPRDKabupaten Tana TidungSelaku, Selaku,PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Nama NamaKETUA

Nama WAKIL KETUA ………………………
Nama WAKIL KETUA ………………………
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NOTA KESEPAKATAN ANTARAPEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNGDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNGNOMOR……….TANGGAL……..TENTANGPERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARATAHUN ANGGARAN ….Yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : ...........................................................Jabatan Alamat : Bupati Tana TidungKantor : ...........................................................bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tana Tidung2. a. Nama : ...........................................................Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor :    ...........................................................b. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................c. Nama : ...........................................................Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana TidungAlamat Kantor : ...........................................................sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)......Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan PemerintahDaerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA …Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD danPemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA …, para pihak sepakatterhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencanaPerubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA …, Perubahan Prioritasbelanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan UrusanPemerintahanDan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TASecara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 286

KABUPATEN TANA TIDUNGRINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENISPENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ….Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/BerkurangSebelumPerubahan SetelahPerubahan SebelumPerubahan SetelahPerubahan1 2 3 4 5 64 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah4.1.1 Pajak Daerah4.1.2 Retribusi Daerah4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan4.1.4 Lain-lain PAD yang sah
4.2 Pendapatan Transfer4.2.1 Pendapatan Transfer PemerintahPusat4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah YangSah4.3.1 Pendapatan Hibah4.3.2 Dana Darurat
4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuaidengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah Pendapatan
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi5.1.1 Belanja pegawai5.1.2 Belanja barang dan jasa5.1.3 Belanja bunga5.1.4 Belanja subsidi5.1.5 Belanja hibah5.1.6 Belanja bantuan sosial
5.2 Belanja Modal5.2.1 Belanja modal tanah5.2.2 Belanja modal peralatan dan Mesin5.2.3 Belanja modal gedung danBangunan5.2.4 Belanja modal jalan, jaringan, danirigasi5.2.5 Belanja modal aset tetap Lainnya5.2.6 Belanja modal aset tidak Berwujud
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5.3 Belanja Tidak Terduga5.3.1 Belanja tidak terduga
5.4 Belanja Transfer5.4.1 Belanja bagi hasil5.4.2 Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

6 Pembiayaan Daerah6.1 Penerimaan Pembiayaan6.1.1 SilPA6.1.2 Pencairan dana cadangan6.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan6.1.4 Penerimaan pinjaman daerah6.1.5 Penerimaan kembali pemberianpinjaman daerah6.1.6 Penerimaan pembiayaan lainnyasesuai dengan ketentuan PerundangUndangan
Jumlah   Penerimaan Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan6.2.1 Pembentukan dana cadangan6.2.2 Penyertaan modal daerah6.2.3 Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo6.2.4 Pemberian pinjaman daerah6.2.5 Pengeluaran pembiayaan lainnyasesuai dengan ketentuan perundangUndangan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggarantahun berkenaan ( SILPA )

………,tanggal………Bupati
NamaNIP: ……….
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KABUPATEN TANA TIDUNGRINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN

Kode Urusan Pemerintah Daerah
Pendapatan Belanja

sebelumperubahan setelahperubahan Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan

Bertambah/( Berkurang )BelanjaOperasi BelanjaModal BelanjaTidakTerduga
BelanjaTransfer JumlahBelanja BelanjaOperasi BelanjaModal BelanjaTidakTerduga

BelanjaTransfer JumlahBelanja
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANGBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR
1 1 PENDIDIKAN
1 1 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor ...
1 1 x-x.x-x.x-x.xx Dst …

1 2 KESEHATAN
1 2 x-x.x-x.x-x.xx Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit...
1 2 x-x.x-x.x-x.xx Dst …
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1 x Dst …
1 x x-x.x-x.x-x.xx Dst …
1 x x-x.x-x.x-x.xx Dst …
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KABUPATEN TANA TIDUNGRINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DANJENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...
PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH Bertambah/Berkurang DASAR HUKUMSebelumPerubahan SetelahPerubahan (Rp) %4.x.xx Pendapatan4.x.xx Pendapatan Asli Daerah4.x.xx Pajak Daerah4.x.xx Retribusi Daerah4.x.xx Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah
4.x.xx Pendapatan Transfer4.x.xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah4.x.xx Pendapatan Hibah4.x.xx Dana Darurat4.x.xx Lain-Lain Pendapatan Sesuai denganKetentuan Peraturan  Perundang-Undangan

BELANJA DAERAHUrusan Pemerintahan : x
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Bidang Urusan : x.xx.xxOrganisasi : x.xx.xxUnit  Organisasi : x.xx.xxProgram : x.xx.xxIndikator Hasil : ………
Kegiatan…1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………Sub Kegiatan …1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………

KODE REKENING URAIAN JUMLAH Bertambah/Berkurang DASAR HUKUMSebelumPerubahan SetelahPerubahan (Rp) %5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
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5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan …2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………
KODE REKENING URAIAN JUMLAH Bertambah/Berkurang DASAR HUKUMSebelumPerubahan SetelahPerubahan (Rp) %5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
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5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan….2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………Sub Kegiatan…1) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………
KODE REKENING URAIAN JUMLAH Bertambah/Berkurang DASAR HUKUMSebelumPerubahan SetelahPerubahan (Rp) %5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah
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5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan…2) : x.xx.xxIndikator Keluaran : ………
KODE REKENING URAIAN JUMLAH Bertambah/Berkurang DASAR HUKUMSebelumPerubahan SetelahPerubahan (Rp) %5.x.xx Belanja5.x.xx Belanja Operasi5.x.xx Belanja Pegawai5.x.xx Belanja Barang dan Jasa5.x.xx Belanja Bunga5.x.xx Belanja Subsidi5.x.xx Belanja Hibah5.x.xx Belanja Bantuan Sosial5.x.xx Belanja Modal5.x.xx Belanja Modal Tanah
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5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer5.x.xx Belanja Bagi Hasil5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan

………,tanggal………Bupati
NamaNIP: ……….
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G. PENETAPAN PERUBAHAN APBDa. Ketentuan UmumKetentuan umum terkait penetapan perubahan APBD adalah sebagai berikut:a. Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepadaDPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalamrangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulanSeptember tahun anggaran berkenaan.b. Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD dapatmengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumenyang dilakukan secara elektronik.c. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan olehBupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentangperubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.d. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman padaperubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.e. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, DPRD dapatmeminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikansecara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.f. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkandalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.g. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani oleh Bupati danpimpinan DPRD.b. Ketentuan Pelaksanaana. Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD besertapenjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk dibahas dalamrangka memperoleh persetujuan bersama.b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentangperubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahanKUA, dan perubahan PPAS.c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkandalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinanDPRD.H. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBDa. Ketentuan UmumKetentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD adalah sebagai berikut:a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBDdilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumtahun anggaran berkenaan berakhir.b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersamadengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupatimelaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahunanggaran berkenaan.c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelahditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahunsebelumnya.b. Ketentuan Pelaksanaana. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasilpembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.b. Bupati menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah ditetapkannyaPerda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
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c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda tentangperubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang ditentukan, KepalaDaerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBDtahun anggaran berkenaan.I. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERKADAPENJABARAN PERUBAHAN APBDa. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perbub PenjabaranPerubahan APBD Kabupaten Tana Tidunga. Ketentuan UmumEvaluasi Raperda kabupaten Tana Tidung tentang perubahan APBD danRaperbub tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersamadan rancangan Perbub tentang penjabaran perubahan APBDdisampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat palinglambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda   tentangperubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perbubtentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD,perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati danDPRD.3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentangperubahan APBD dan rancangan Perbub tentang Penjabaran perubahanAPBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD,gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteridan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakanevaluasi Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi denganmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan.7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentangperubahan APBD dan rancangan Perbub tentang penjabaran perubahanAPBD dengan:a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;b) kepentingan umum;c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; dand) RPJMD.i. Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalamrancangan Perda tentang perubahan APBD dengan Perda tentang RPJMDdan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan subkegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, sertamenilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUAdan PPAS.ii. Pengujian kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD danrancangan Perbub provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengankepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yangbertentangan dengan kepentingan umum meliputi:a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
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d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat; dan/ataue) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasirancangan Perda  tentang perubahan APBD dan rancangan Perbubtentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri paling lambat 3(tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasilevaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancanganPerbub tentang penjabaran perubahan APBD.12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakilpemerintah pusat kepada bupati paling lambat 15(lima belas) hariterhitung sejak rancangan Perda tentang perubahan APBD danrancangan Perbub tentang penjabaran perubahan APBD diterima.13) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasilevaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancanganPerbub tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupatimenetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perbub sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasilevaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancanganPerbub tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS,dan RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan palinglama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD danbupati menetapkan rancangan Perda Perubahan APBD menjadi Perdadan rancangan Perbub tentang penjabaran Perubahan APBD menjadiPerbub, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menterimengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahandi bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotonganDana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melaluiTAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentangperubahan APBD.19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurnaberikutnya.20) Keputusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk perubahan APBDpaling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalamwaktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinansementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD.22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur, Bupatimenetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaanevaluasi.23) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomorregistrasi dari Gubernur.
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24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD danrancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD dapatmemuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yangdilakukan secara elektronik.b. Ketentuan Pelaksanaan1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati mengirimkanrancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama antaraBupati dan DPRD serta rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD,RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi,berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasidengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan.3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan suratkeputusan mengenai hasil rancangan Perda kabupaten tentang APBDdan rancangan Perbub tentang Penjabaran APBD.4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasirancangan Perda tentang APBD dan Perbub tentang penjabaran APBDkepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejakditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusanmengenai hasil evaluasi kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbubtentang Penjabaran APBD diterima.6) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusatmenyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati menetapkan rancanganPerda  tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perbub tentangpenjabaran APBD menjadi Perbub sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.7) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusatmenyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati bersama DPRD melakukanpenyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasiditerima dengan langkah-langkah sebagai berikut:a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badananggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasilpenyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidangparipurna berikutnya.c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasilpenyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusatpaling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasilpenyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentangAPBD.e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasilpenyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 ( tujuh ) harisejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkanPerda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dariGubernur.8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, danbupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perbub danrancangan Perbub tentang penjabaran APBD menjadi Perbub, Gubernur
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mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepadamenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan DanaTransfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 304

BAB VIIAKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHA. Akuntansi Pemerintah Daerah1. Ketentuan UmumAkuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu padaStandar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yangdibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utamapengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakanakuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Kebijakan Akuntansi PemerintahDaerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan danpraktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedomandalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untukmemenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkanketerbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antarentitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah danditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur,penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejakanalisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasipemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerahsebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 185 sampai denganPasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut:a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah2) SAPD3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitaspelaporan.c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporankeuangan dan kebijakan akuntansi akun.1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajianlaporan keuangan.2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai denganSAP atas:a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAPb) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAPd. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukanidentifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar,penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistemakuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:1) Laporan Realisasi Anggaran2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih3) Neraca4) Laporan Operasional5) Laporan Arus Kas6) Laporan Perubahan Ekuitas
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7) Catatan atas Laporan KeuanganTerkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitaspelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkanentitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten.b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data,penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yangdipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan prosespenyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai denganentitas pelaporan.d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian proseduridentifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan ataspendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporankeuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas LaporanKeuangan.e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedurpencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, danpenyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan RealisasiAnggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, LaporanPerubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah daerah dapatmenerapkan akuntansi dana yang menggunakan pendekatan pemisahankelompok dana menurut tujuan penggunaannya. Pemisahan kelompok danatersebut membagi dana menjadi dana umum dan dana menurut tujuantertentu. Penerapan akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diaturdengan Peraturan Menteri.g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah daerahdalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporankeuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi padabuku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neracasaldo, dan penyajian pada laporan keuangan.h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2. Ketentuan Pelaksanaana. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturanperundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansilaporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalahLampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansiPemerintahan, khususnya:a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuanganb) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaranc) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kasd) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangane) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasianf) PSAP 12 tentang Laporan Operasionalg) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.
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2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun melakukanpemahaman dan analisis untuk proses penyesuaian dan harmonisasisesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah.3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan harmonisasitersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada kebijakan akuntansipelaporan keuangan.b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturanperundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansiakun. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,khususnya: a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaanb) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasic) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetapd) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaane) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajibanf) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkang) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun2) Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan penelaahanatas rujukan atau referensi di atas untuk:a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan metodeyang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan yang lebihrinci atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya.c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP namundibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlumemperhatikan:a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait.b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran atas aset,kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan- LRA, belanja, danpenerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalamKerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode, pengaturan lebihrinci, dan pengaturan hal-hal yang belum diatur tersebut ke dalamdokumen kebijakan akuntansi.c. Penyusunan SAPD1) Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis padapemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangandaerah.2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD mengidentifikasiprosedur-prosedur akuntansi apa saja yang harus dibuat.3) Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada masing-masingprosedur akuntansi. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agarprosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan4) Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang mengalir padatiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen tersebut akan menjadisumber pencatatan jurnal.5) Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap prosedurberdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait.6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakanalur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang
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melaksanakan sistem akuntansi, data atau dokumen apa saja yangdiperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan data-dataterkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentukpenjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yangmembutuhkan pencatatan.7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi PemerintahDaerah mengandung informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yangdilakukan secara elektronik.d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi
Bagian 1 – Pencatatan Transaksi1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data anggaran yangbersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBD, dan DPASKPD.2) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LOberdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan.3) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yangdihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yangdihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan datayang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaanyang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.
Bagian 2 – Klasifikasi transaksi1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telahdicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke bukubesar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuaiketentuan peraturan perundangan yang berlaku.2) PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasiyang dilakukan.Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasidengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah.Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkansecara elektronik.e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal penyesuaianyang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau jurnal penyesuaianlainnya yang dibutuhkan.2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja kerjakonsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan KeuanganKonsolidasi.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:
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a. Buku Jurnal

b. Buku Besar
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c. Kertas Kerja Konsolidasi

B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH1. Ketentuan UmumPelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan danpenyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagaihasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PAsebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:1) laporan realisasi anggaran;2) neraca;3) laporan operasional;4) laporan perubahan ekuitas; dan5) catatan atas laporan keuangan.c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKDpaling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKDselaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerahdalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:1) Laporan Realisasi Anggaran2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih3) Neraca4) Laporan Operasional5) Laporan Arus Kas6) Laporan Perubahan Ekuitas7) Catatan atas Laporan Keuangan.f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerahmelalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaranberakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat PengawasInternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangansebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukanpemeriksaan.h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan PemeriksaKeuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.i. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikanselambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dariPemerintah Daerah.j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasilpemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangandari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.k. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadaplaporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuanganPemerintah Daerah.l. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah,PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteranuntuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah,PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteranuntuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuansebagai berikut:a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiridengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwapengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakanberdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansipemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun dandisajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan KeuanganKonsolidasi Entitas Pelaporan.c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilampiridengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjaditanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalianintern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai denganperaturan perundang-undangan.d. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan RealisasiAnggaran.e. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa LaporanRealisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, danNeraca.f. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data,penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.2. Ketentuan Pelaksanaana. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan kebutuhanpenyajian informasi, PPK-SKPD menyusun:a) Neraca Saldob) Jurnal penyesuaian akhir periodec) Neraca Saldo setelah penyesuaian
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d) Jurnal penutupanPPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas kolom-kolomuntuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian akhir periode, neraca saldosetelah penyesuaian, jurnal penutup dan laporan keuangan terkait.2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD menyusun:a) Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )b) Laporan Operasional ( LO )c) Neracad) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ).3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPKSKPDmenyusun Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ).4) PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepadaPengguna Anggaran.5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yangmenyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnyatelah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yangmemadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta SuratPernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat yang bersamaan, LaporanKeuangan SKPD diserahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi LaporanKeuangan Pemerintah Daerah.b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bagian 1 – Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut FungsiAkuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuaibanyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca SaldoGabungan SKPD dan SKPKD.2) Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan NeracaSaldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa jurnaleliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD.Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasidan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah (konsolidasi)berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnaleliminasi.
Bagian 2 – Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi Akuntansimenyusun:a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasib) Laporan Operasional (LO) Konsolidasic) Neraca Konsolidasid) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )e) Laporan Perubahan SALf) Laporan Arus Kas2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengansistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi dan/atau StandarAkuntansi Pemerintah.3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telahdisusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.4) Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yangmenyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya
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telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yangmemadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.5) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerahkepada Badan Pemeriksa Keuangan.3. Dokumen TerkaitIlustrasi dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain sebagaiberikut:a. Neraca Saldo
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b. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten/Kota
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c. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten/Kota
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d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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BAB VIIIPENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHA. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAHPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD1. Ketentuan UmumKetentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:a. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporankeuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisarlaporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulansetelah tahun anggaran berakhir.b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BadanPemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensidan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan EvaluasiEfisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut denganperaturan Menteri.c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsebagaimana dimaksud pada dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapatpersetujuan bersama.d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7(tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.e. Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan PeraturanBupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan PeraturanDaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidakmengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan PeraturanDaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun danmenetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.g. Rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakilPemerintah Pusath. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikanpaling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusanbersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD.2. Ketentuan Pelaksanaana. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan PeraturanDaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumenpendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahunanggaran berakhir.2) Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuanbersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
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4) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasanrancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD.b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai persetujuan bersamaantara Bupati dan DPRD.Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Bupati tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari gubernur sebagai wakilpemerintah pusat dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumenpendukung gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7(tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama denganBupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan rancanganPeraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.3) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupatitentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARANPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.1. Ketentuan UmumKetentuan terkait evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentangpenjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:a. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDyang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepadagubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 ( tiga ) hari terhitungsejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkanoleh Bupati.b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadaprancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDdan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentangAPBD, Peraturan Daerah  tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentangpenjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD,dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusatkepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanyarancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDdan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.d. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasirancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDdan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD,Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentangpenjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dantelah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
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Keuangan, bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi PeraturanDaerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasirancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDdan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang APBD,Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentangpenjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD,dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan palinglama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupatimenetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupatitentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi PeraturanBupati, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menterimengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan DanaTransfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi rancanganPeraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBDdiatur dengan Keputusan Menteri.h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupatitentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyampaianhasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan danpenyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.2. Ketentuan Pelaksanaana. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, Bupatimengirimkan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakilPemerintah Pusat untuk dievaluasi.b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadaprancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDserta rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat keputusanmengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepadaBupati.d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasilpemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Bupati menetapkan rancanganPeraturan Daerah kabupaten menjadi Peraturan Daerah kabupaten danrancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati
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BAB IXKEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAHKetentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah adalahsebagai berikut:
1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dankekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikanseluruhnya dengan tepat waktu.
2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapatdilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang carapenyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai PiutangDaerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperolehmanfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
7. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
9. Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankanpada anggaran Belanja Daerah.Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.
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BAB XBADAN LAYANAN UMUM DAERAHKetentuan umum terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagaiberikut:1. Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkanpelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menetapkankebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perbub yang dilaksanakan oleh pejabatpengelola BLUD.3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakanfleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama padaaspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi: a. penyediaan barang dan/atau jasalayanan umum; b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomidan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau c. pengelolaanwilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomianmasyarakat atau layanan umum.5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untukmenyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUDdilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahanyang bersangkutan.10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanjaBLUD yang bersangkutan.11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitaspeningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusundan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dananggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BLUD.
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BAB XIPENYELESAIAN KERUGIAN DAERAHKetentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian daerah adalah sebagaiberikut:1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggarhukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsungatau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatismutandis terhadap penggantian kerugian.4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaipengelolaan kerugian keuangan daerah.
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BAB XIIINFORMASI KEUANGAN DAERAHA. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAHKetentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkankepada masyarakat.2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran,pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan PengelolaanKeuangan Daerah;b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dang. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajibdisampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan.5. Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksiadministratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ketentuan umum terkait Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalamPengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronikdapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitasPemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.2. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut perubahanparadigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi aliran data daninformasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronikdengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap pejabat pengelolakeuangan sebagai pengguna yang unik.b. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat disampaikansecara elektronik melalui tampilan ( user interface) dalam sistem yangmemadai.c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan informasi secaraelektronik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.3. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai hal-hal sebagaiberikut:a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya digital disemua lapisan pengelola keuangan daerah.b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan penyusunanpetunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah, pengembangan sisteminformasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH1. Ketentuan UmumKetentuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan Keuangan Pemerintah Daerahadalah sebagai berikut:
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a. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah, PemerintahDaerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah DaerahKabupaten di lingkup Daerah provinsi.b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteriyang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang keuangan.2. Ketentuan PelaksanaanTerkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan pelaksanaansebagai berikut:a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik KeuanganPemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) Statistik KeuanganPemerintah, yang terdiri atas:1) Laporan Operasional (Statement of Operations) ;2) Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other Economic Flows) ;3) Neraca (Balance Sheet) ;4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan5) Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik laporan keuanganPemerintah Daerah Kabupaten di lingkup Daerah Provinsi.c. Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik atas laporankonsolidasi statistik Pemerintah Daerah Provinsi.
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BAB  XIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASANPembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem PengelolaanKeuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetapmentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistemtersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan KeuanganDaerah yang efektif, efisien, dan transparan.Ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:1. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasionaldikoordinasikan oleh Menteri.2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerahkabupaten; danc. Bupati bagi perangkat daerah.3. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan danpelatihan, serta penelitian dan pengembangan.4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,pemantauan,bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangandaerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuanPemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerahdalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangandaerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telahditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melaluipengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancaramendalam, dan/atau penelaahan dokumen.b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara menyeluruhbaik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspeklain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan keuanganpemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan indikatornya, akandiatur dalam petunjuk teknis tersendiri.5. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.6. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien,transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem pengendalianinternal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.8. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalamPengelolaan Keuangan Daerah.9. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secarabertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah.10. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronikdi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikitmeliputi:a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja PemerintahDaerah;




